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Assalamualaikum. wr. wb.

edia Sosial bukanlah
medium baru dalam
dunia cyber atau digital,

keberadaannya telah mewabah sejak
Tahun 2002, awal berdirinya situs
jejaring sosial Friendster, dan tahun
—tahunberikutnya berturut-turut
hadir My Space, You Tube, Twitter
hingga Facebook yang telah
mencapai pengguna sebanyak 1,86
Milyar orang di seluruh dunia.

Eradigital telah terbuka luas tanpa
batas waktu, tempat, dan etnis.
Komunikasibebas, yang berjalan
antarasatu samalain, menyatukan
jarak yang hanya sebatas
genggaman jemaritangan. Halini
jelas membawa banyak keuntungan
namun, sekaligus membawa
kerugianjikadilihat dalam berbagai
sisi, terutama yang menjadi
persoalan bagi Komisi Yudisial (KY)
yang berkaitan dengan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pada edisiinisegenap Tim Redaksi
danbeberapa Unit Teknis yang
berada di Sekretariat Jenderal KY,
bersepakat untuk menyuguhkan
informasi dan pemberitaan yang
berkaitan dengan kode etik hakim
dalamruang media sosial. Tentu
ada beberapa hal yang sedikit riskan

DARI REDAKSI

- untuk dibicarakan karena, media

- sosial merupakanruang privasi

- sekaligus ruang publik yang sangat
- rentan terjadi pelanggaran etika di
- dalamnya.

- Disatusisi pelanggaran kode etik
dilakukan oleh penegak hukumnya

- sendiri,namundisisilain tak

- kurang publik lah yang melakukan

- penyimpangan sosial dengan

- menggunakan media sosial sebagai
- motornya. Maka pada edisiini kami

- akanmencoba menampilkan dua

- isuyang pertama adalah penegakan
- KEPPH diruang media sosial,

- danupayaKY dalam melakukan

- Advokasi Hakim dari perbuatan yang
- merendahkan kehormatan serta

- keluhuran profesinya, yangjuga

- dalam ranah media sosial.

Sebagaitambahan, saatiniKY

- danMA sedang bersinergiuntuk

- membuat satu panduan bagi hakim
- dalam ber-media sosial, dengan

- menggelar Focus Group Discussion
- dibeberapakota. Harapannya

- kedepan dapat menjadipegangan

- bagihakimdanKY baik dalam

- konteks penegakan maupun

- pencegahan pelanggaran KEPPH.

: Wassalam

Selamat Membaca

www.komisiyudisial.go.id
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Diera modern seperti saat

ini, penggunaan media sosial
sudah berkembang sangat
pesat dan cepat. Meningkatnya
penggunaan media sosial,
menuntut masyarakat

supaya lebih bijak dalam
menggunakan perkembangan
tekhnologi tersebut, baik dalam
memberikan komentar pribadi
maupun dalam menampilkan
foto-foto.
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emudahandalam
menggunakan
media sosial

kadang membuat
penggunanya lupa

akan batasaninformasi
yang dapat dibagikan

atau bentuk kemasan
informasiyang akan
diberikan termasuk
komentar-komentar
pribadidalam menanggapi
informasiyang beredar.

Harus diakui bahwa media
sosial memiliki pengaruh
yang besar dalam
kehidupan masyarakat
Indonesia. Pengaruh
penggunaan media sosial
dalam bentuk facebook,
whatsapp, dan twitter
menyebar secara cepat.
Setiap akun dapat menjadi
sumber berita, namun

AGUNG

Dengan pesawat pun
tidak setiap saatkita
dapat terbang menuju
kotaini.

setiap akunjugabisa
menjadisumber fitnah
maupun penerus fitnah.

Artinya, media

sosial satu sisibisa
memberikan manfaat
bagi penggunanya,
tapidisisilainjuga

bisa menjerumuskan
penggunanya ke
pelanggaran hukum.
Apalagi, penggunaan
media sosial diIndonesia
sudah menjaditren atau
gaya hidup masyarakat
dariberbagailatar
belakang, termasuk
hakim.

Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi
Komisi Yudisial (KY) Jaja
Ahmad Jayus berharap,
hakim sebagai profesi

www.komisiyudisial.go.id



“Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata

melalui media sosial dan diluar media sosial,

seperti media cetak dan elektronik”

mulia, dituntut untuk
bijak menggunakan
media sosial. Jangan
sampai, hakim yang
seharusnya bisa
menjaga independensi,
justru melanggar Kode
Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH).

“Hakim harus berhati-hati
dalam bertutur kata
melalui media sosial
dandiluar mediasosial,
sepertimedia cetak
danelektronik. Hakim
juga harus menjaga
independensinya dalam
menangani perkara,
sehinggajanganada
intervensimelaluimedia
sosial,” kata Jaja Ahmad
JayusdiJakarta.

Sedemikian besar
pengaruh media sosial
dalam memengaruhi
publik, sampai-sampai
KY sempat

mengingatkan hakim
yang menyidangkan
perkara mantan Gubernur
DKl Jakarta non aktif,
Basuki TjahajaPurnama
beberapa waktu lalu untuk
tidak terpengaruhisuyang
berkembang dimedia
massa dan media sosial.

® www.komisiyudisial.go.id

Tujuannya, tentu
sajagunamenjaga
independensihakim
dalam memutus perkara,
karenabagaimanapun
hakim adalah manusia
yang tidak bisa lepas
darirasa takut ketika
diintervensidan
diintimidasi. Hakim
sepatutnya menghindari
polemik tentang proses
hukum oleh berbagai
pihak luar persidangan,
termasuk di media-media
sosial.

Oleh karenaitu, yang perlu
diperhatikan oleh hakim
dalamera globalisasi
dengan keterbukaan
informasi dan dengan
ketersediaan internet,
media sosial saat ini
adalah makin mudahnya
intervensiterhadap
proses persidangan
yang dilakukan melalui
beragam mediadengan
dampak yangjauh

lebih masif terhadap
kepercayaandan
keyakinan publik.

Hakim harus menjaga
imparsialitas dan
profesionalitasnyadalam
persidangan, tidak boleh

hanyut dalam opini
publik, namun harus tetap
mampu memberikan
putusan berdasarkan
hukum, hatinurani, dan
keadilan yang tercermin
daripertimbangan-
pertimbangan yuridis,
filosofis, dan sosiologis
sebagaidasar dari
pertimbangan dari
pengambilan keputusan.

Hakim harus bijaksana,
menjaga sopan santun dan
etika dalam menggunakan
media sosial serta tidak
perlu memamerkan
keberpihakannya kepada
sebuah kelompok atau
opinitertentudalam media
sosial. KEPPH tetap harus
diterapkan didalam dan di
luar kedinasan termasuk
dalam penggunaan media
sosial.

Jaja Ahmad Jayus
berpesan, hakim harus
berhati-hati dalam
bertutur kata dimedia
sosial, media cetak, dan
media elektronik. Sebab,
apayangdipublikasikan
belum tentu tersampaikan
seluruhnya sesuaiyang
diharapkan. Apalagi, jika
pesan yangdipublikasikan

LAPORAN

UTAMA
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dalam media sosial
tersebut terkait dengan
kasus, perkara, atau vonis
yang sudah dibacakan.
Faktanya, ada beberapa
hakim yang dilaporkan ke
KY terkait dengan hakim
yang mengomentari
putusannya sendiriatau
putusan hakim lain.

“Sehingga harus
berhati-hatidalam
berpendapat, terutama
dalam media sosial.
Apalagijikaperkara
yangditanganiatau

yang dikomentari
merupakan kasus yang
menyita perhatian publik,
maka akan menjadi hal
yang besar sehingga
diharapkan hakim
bijaksanaterutamadalam
menggunakan media
sosial,” harapnya.

Jajajugamengingatkan
agar hakim berhati-hati
dalam berbicara kepada
media. Sebab, akan
menjadi persoalan serius
jika terjadiperbedaan
pemahaman antara yang
diucapkan narasumber
dengan yangditangkap
media. Misalnya, ada
masyarakat yang

St | KonisiYi
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“Dimedia sosial seperti Facebook atau

twitter, Jajaberpesan kepada para hakifn

menampilkan foto”

menanyakan kepada

KY apakah boleh curiga
atas mutasihakim? KY
menjawab boleh-boleh
saja, dan ditulis oleh media
‘KY curiga atas mutasi
hakim’.

“Sangat berbeda makna
padahal yang dimaksud,
boleh mencurigai atas
mutasi hakimnamun
bukan KY mencurigai atas
mutasi hakim,” terangnya.

Dimediasosial seperti
Facebook atau twitter,
Jajaberpesankepada
para hakim agar hati-hati
jika menulis komentar
atau menampilkan foto.
Misalnya, ada teman
hakim yang berprofesi
sebagai pengacaradan
kebetulan berpraktik di
pengadilan, tempat hakim
bertugas.

Maka secara kode etik ada
dua, yaitu menghindari

REpn! EDISI
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atau membatasi
pergaulan. Menghindari
pengacarajika perkara
itu ditanganioleh
hakim.Membatasi kalau
seandainya pengacara
yang bersangkutan
berpraktik di pengadilan
tempat hakim bertugas.

“Silakan menggunakan
insting, apakah

foto tersebut ada
maksud-maksud
tertentu atau tidak maka
berhati-hati, apalagi foto
hanya berdua dan apalagi
sedang menangani
perkara tersebut,”
ungkapnya.

Menanggapi halini, Kepala
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung

(MA) Nugroho Setiadji
sependapat dengan Jaja
Ahmad Jayus. Nugroho
mengibaratkan, hakim
adalah manusiabebas
yangdikarantina.

SEPTEMBER 2016
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Sehingga, hakim harus
siap untuk membatasi
pergaulandan
menghindari pihak-pihak
yang berpotensi
memengaruhiperkara
yang tengah ditanganinya.
Meskipun, pihak-pihak
tersebut adalah teman
karib saat di sekolah atau
bahkan keluarganya
sendiri.

Nugroho menegaskan,
siapapun yang berprofesi
sebagai wakil Tuhan di
muka bumi harus bisa
melihat dan menyadari
bahwa jabatan hakim
ituadalah tugas yang
sangat mulia. Tidak
sembarangorang bisa
menjadi hakim. Jadi, harus
bisa menempatkan diri
sebagaimana mestinya.

Menurutnya, hakim
boleh berteman dengan
siapa saja, tapiharus
ada batas-batasnya.

Seorang hakim harus

bisa memprediksi
kemungkinan-
kemungkinan, misal foto
tadi kemungkinannya
kalau ada perkaralalu
dijual melalui media sosial.

“Silakan diprediksi
kira-kira kemungkinannya
akan dijadikan sebuah
perkara atau tidak, kalau
saran saya sebaiknya
tidak usah berfotodan
cukup ngobrol sajakarena
memang teman baik,
sepertinya memang tidak
enak, namuniniadalah
sebuah konsekuensi
sebagaihakim, maka
membatasi hubungan
dengan pengacaradan
jaksa,” harapnya.

Hakim Jangan
Terpancing Polemik
dalam Media Sosial

Sekarang, perkembangan
teknologi berkembang

www.komisiyudisial.go.id



pesat seiringdengan
penggunaan media sosial
dengan segalajenis
akunnya. Diharapkan,
para hakim berhati-hati
dalam menggunakan
media sosial terutama
dalam memberikan
pendapat. Jangan
sampai, hakimdalam
berpendapat dimedia
sosialjustru menimbulkan
pelanggaran KEPPH
bahkan sampai terjadi
pelanggaran terhadap
undang-undang.

Kepala Badan
Pengawasan MA Nugroho
Setiadji mengakui,
penggunaan media sosial
pada sekarangini tidak
dapat dihindari. Namun,
dia meminta para hakim
dapat memanfaatkan
media sosial dengan
sebaik-baiknya. Hakim
boleh sajamempunyai
pendapat secara pribadi,
tetapijangan sampai
terpancing untuk menjadi
polemik dalam media
sosial.

® www.komisiyudisial.go.id

Dengan pesawat pun
tidak setiap saat kita
dapat terbang menuju
kotaini.

“Sebagai hakim tidak
lepas dari KEPPH.
Jangan sampaimedia
sosial menjadipenyebab
terjadinya pelanggaran
terhadap KEPPH.
Bagaimanapun, hakim
yang bekerja secara
silent korps, menurut
saya bagus. Halini untuk
menghindari hakim yang
secara tidak sadar masuk
dalam pembicaraan
dimediasosial,” ujar
Nugroho.

Dalam memutus perkara,
hakim harus selalu
menjaga imparsialitas
dan profesionalitas dalam
proses persidangan.
Hakim tidak boleh
ikut dalam opini
publik. Berikanlah
putusan
berdasarkan
hukum, hatinurani,
dankeadilan.

Namun, bagaimana cara
menyikapi penggunaan
media sosial tersebut?

Pertama, iaberpesan agar

para hakim pengguna
jejaring sosial selalu
mengingat visidari MA
yaitu, terciptanya Badan
Peradilan Agung. Kedua,
kebijakan dari Pimpinan
MA setiap pelanggaran
apapun bentuknya tidak
adatoleransijika terbukti,
namun ada kebijakan
tidak setiap pelanggaran
dijatuhisanksidilihat
dulu kasusnya. Ketiga,
hakim harus menjaga
independensinya,
karena penggunaan
media sosial memang
memberikan manfaat di
antaranyadapat berteman
dengan siapa sajadan
mendapatkan informasi
darimanasaja.

Namun adakalanya
parahakim lupadalam
memberikan pendapat
yang kurang pantas di
media sosial. Saat hakim
menangani perkara, ada
kalanya lupa atau muncul
hal-hal yang tertuang
dalam media sosial terkait
perkarayangditangani.
Hal tersebut bisa saja

SEPTEMBER 2016
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terjadikarenaterlalu
asyik menggunakan
media sosial sehingga
mengganggu
independensidan
lain-lainnya.

Nugroho mengakui,

kasus terkait media sosial
secaralangsung belum
ada, tapidirinya beberapa
kalimendapatkan
informasi atau pengaduan
yangditelaah diBadan
Pengawasan berdasarkan
informasiyangdiperoleh
dimedia sosial.

Dia mencontohkan,

ada seorang hakim
berkomentar di media
sosial terkait pembubaran
salah satuormasIslam.
Setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Badan
Pengawasan, yang
bersangkutan tidak sadar
bahwa pendapat yang
disampaikan dalam media
sosial akan berdampak
pada pelanggaran KEPPH.

Diperbolehkan
memberikan pendapat,
namun sebaiknyajangan
disampaikan dalam media
sosial. Pendapat tersebut
bisa menjadibahan
diskusidengan
teman.
Bahwa
kasus
ini
tidak

EDISI .
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hanya terjadipada satu
hakim saja, namun terjadi
dihakim tingkat pertama
dantingkat banding.

lajuga berharap, hakim
dapat arif dan bijaksana
dalam menggunakan
media sosial, karena
nama sebagai hakim
terbawa dalamakun
media sosialnya atau
dalam pendapat hakim
yang bersangkutan dalam

media sosial. Menurutnya,

yang paling bijak adalah

silent corps baik untuk
diterapkan.

“Jangan sampai pendapat
yangdiberikan di media
sosial dapat menjadi
penyebab pelanggaran
KEPPH,” tegasnya.

Ketua Bidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan
PengembanganKY
Sumartoyo mengatakan,
hakim mempunyai
predikat silent corps,

dimana hakim harus
diam terhadap segala
pendapat yang diberikan.
Bahkan, hakim dilarang
mengomentari
putusannya sendiri.

Menurutnya, terhadap
sikap silent corp yang
telah dilakukan hakim
sudah benar, bahwa hakim
tidak boleh memberikan
pendapat, sehinggajika
adayangmemberikan
pendapat atau komentar
negatif kepada hakim

Effendi Simbolon
Anggota Komisi| DPR

“Selain menjaga kehati-hatian dalam

berkomentar di media sosial, hakim juga

diharapkan berhati-hati dalam memberikan

pendapat ke media baik online, cetak, maupun

elektronik”

EDISI
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menjaditugas KY untuk
memberikan advokasi
terhadap hakim yang
bersangkutan.

Salah satu contoh

kasus komentar negatif
yang berikan kepada
majelis hakim, yakni
saat menanganikasus
penistaan agamadengan
tersangka Gubernur DKI
Jakartanon aktif Basuki
TjahajaPurnamaatau
Ahok.

Sejumlah netizen
memberikan komentar tak
layak kepada para hakim
yang menyidangkan
perkara Ahok dengan
mengatakan seperti
hakim dungu, bunuh saja
hakimnya, hakim tolol,
dan komentar-komentar
tersebut menjadiviral di
media sosial.

Saya memerintahkan
untuk dilakukan
investigasi terhadap
orang-orangyang
memberikan komentar
negatif tersebut. Salah
satunyaadalah Ade
Armando, Dosen FISIP
UniversitasIndonesia.
Setelah dilakukan
klarifikasi kepada yang
bersangkutan, Ade
memberikan penjelasan
menuliskan pendapat
tersebut untuk melerai
follower yang berjumlah
banyak diakun media
sosialnya terhadap kasus
Pak Ahok.

www.komisiyudisial.go.id



Orang kedua yang menulis
komentar negatif adalah
seorang Sarjana Hukum
yang bekerjadi China
Airline di Denpasar.
Setelah dilakukan
verifikasi kepada

yang bersangkutan,

yang bersangkutan
menyampaikan
permohonan maaf
danmenyesal serta
akanmenulis surat
permohonan maaf kepada
maijelis hakim yang
menyidangkan perkara
Pak Ahok.

terhadap salah satu Hakim
Agamayangbertugasdi
Pengadilan Agama Jakarta
Barat. Dimanahakim
tidak bermasalah dengan
perkarayangditangani,
tapi mengalamitindakan
kekerasan fisik.

Namun, hakim mengalami
tindakan kekerasandiluar
batas kewajaran, dimana
hakim ditempeleng sampai
memar-memar di muka.
Setelah mendapatkan
laporan tersebut, pihaknya
pun mengirimkan tim

tanggungjawabnya selaku
hakim dipengadilan, bisa
melaporkanyakeKY. Jika
sudah cukup informasi, KY
akan melakukan tindakan
advokasi.

“Aparat Kepolisian

telah mendukung tugas
advokasihakim 98%
dengan melakukan MoU
denganKY danakan
ditindaklanjutidiseluruh
Poldadiseluruh wilayah
sebagai tindaklanjut MoU
dan sebagai pendukung
tugas advokasiKY

"Hakim mempunyai predikat silent corps,

di mana hakim harus diam terhadap segala

pendapat yang diberikan. Bahkan hakim

dilarang mengomentari putusannya sendiri”

Majelis Hakim berkenan
menerima orang-orang
yang berpendapat
negatif tersebut namun
tidak dapat menemui
secaralangsung, tapi
hanyamengutus
bagian humas untuk
menemuiorang-orang
tersebut, dimana hakim
telah proposional dan
profesional dalam
memutus perkara.

Contoh kasus laindalam

upaya advokasiyang
dilakukanoleh KY,

www.komisiyudisial.go.id

ke Polda Metro Jaya.
LaporanKY langsung
ditindaklanjutidan polisi
yang berjaga dimutasi.

Menurut Sumartoyo, ada
beberapakewenangan
KY lainnya yang belum
diketahuipara hakim, salah
satunya advokasikepada
hakim yang mengalami
tindakan kekerasan
atauintimidasi. Artinya,
jikaadahal-halyang
mengganggu perasaan
dan pikiranselama
menjalankan tugas dan

terhadap para hakim,”
ungkapnya.

Anggota Komisil DPR
Effendi Simbolon
mengimbau berbagai
pihak, baik pejabat,
hakim, anggota dewan,
dan masyarakat untuk
menggunakan media
sosial dengan bijak agar
tidak menjadinegatif.
Mereka harus sadar
dan tahu konsekuensi
menggunakan media
sosial. Terlebih, sekarang
ini, UU Informasidan

LAPORAN
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h

Transaksi Elektronik telah
disahkan.

“Tidak hanya pejabat,
hakim, anggota dewan,
dan masyarakat
umumnya harus tahu
konsekuensiterhadap
apayangdilakukannya
diduniamaya. Jika
penggunaanya tidak tepat,
bisa konsekuensihukum
dan masuk ranah pidana.
Bahkan penegak hukum
sekalipun, termasuk
hakim,” kata Effendi saat
ditemuidi Jakarta.

Menurutnya, hakim
merupakan jabatan mulia,
sudah sepatutnya bijak
menggunakan media
sosial baik facebook,
twitter, instagram,
maupun media sosial
pribadilainnya. Jangan
sampai, hakim yang
seharusnya bisa

menjaga imparsialitas
danindependensidari
intervensipihak luar
justru melanggar kode etik
hanya karena komentar
atau foto-fotonya dimedia
sosial.

“Hakim harus bisa
menjaga komentar-
komentarnyadimedia
sosial, termasuk dimedia
cetak dan elektronik.
Hakim juga harus menjaga
independensinya dalam
menangani perkara,
sehinggajanganada
intervensimelalui media
sosial,” terangnya.
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PERSPEKTIF

ETIKA HAKIM DALAM
BERSOSIAL MEDIA

“Seorang Hakim di Afrika Selatan . Pendahuluan
; : eorang Hakim di Afrika Selatan
bernama Mabel Jansen diskors dan : bernama Mabel Jansen diskors
: dandiselidikiatas dugaan

diselidiki atas dugaan melakukan

- melakukan pelanggaran etika,
pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran : rasis danpelanggaranterhadap
- asasimpasial saat bermedia sosial.
terhadap asasimpasial, saatbermedsos”  : Kisahnya Mabel Jansensaling saut
- menyaut dikolom komentar jejaring
sosial Facebook dengan seorang
aktivis bernama Gillian Schutte.

Dalam proses diskusi di kolom
komentar tersebut, Mabel Jansen
menuliskan sebuah konten SARA,
dengan menyebut bahwa “Perkosaan
menjadi hobi pria kulit hitam”. Selain
itu, Mabel Jansenjuga menuliskan:
"Dalam budaya mereka, seorang
wanita ada untuk kesenangan mereka.
Persetujuan seorang wanita tidak
diperlukan.”

Ternyata, banyak netizen yang
menyimak perbincangan kedua
orang tersebut (silent reader).
Komentar-komentar rasis Mabel
Jansen tersebut di-capture, dan
dilaporkan ke Judicial Service
Commission of South Africa, yang
kemudian memberi sanksi skors
untuk Mabel Jansen, dan berujung
dengan pengunduran diri Mabel

(008 KowisiYopisiar, | outt ® www.komisiyudisial.go.id
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“Kode Etik Hakim diatur dalam §

- komentar yangdiunggah

- beberapakaliturunke

- daerah untuk memeriksa

- beberapa hakim terkait

Keputusan Bersama Ketua :

: yangbersangkutan.

Mahkamah Agung RI dan Ketua :

02/SKB/P.KY/IV/2009" :
. KodeEtikdan

. Pedoman Perilaku
- Hakim

Jansendarijabatannya
sebagai hakim.

Ceritalain yang mirip,
seorang hakim di Texas
bernama James Oakley
juga mendapatkan
sanksikarenadianggap
rasis dan melanggar
asasimparsial saat
bermedia sosial. Semua
dimulai saat Kepolisian
San Antonio membuat
sebuah postingandi
jejaring sosial Facebook.
Postingan tersebut tentang
tertangkapnya seorang :
tersangka pembunuh
Detektif Polisi Benjamin
Marconi. Kebetulan,
tersangkanyaadalah
berkulit hitam.

Melihat postingan
Kepolisian San Antonio
tersebut, James Oakley
yangemosi.lalangsung
menuliskan dikolom
komentar: “Time for a tree
andarope” yang merujuk
pada kebiasaanjaman
perbudakan di Amerika,

www.komisiyudisial.go.id

- James Oakley sepertinya
f menyadaribahwa
komentar yangia tulis itu
- salah, maka James pun
- menghapus komentar

- tersebut. Akan tetapi,

- ternyatakomentar

- tersebut sempat

- di-captureoleh banyak
- orangdanlangsung

. kepada Texas State

- Commission atas tuduhan
- pelanggaran Kode Etik

© Hakim dan Tindak Rasis
yang berujungdengan

- pemberian sanksi terhadap :
© James Oakley. :

- saatorangkulit hitam
- dahulu bisadigantung
- dipohon,hanyakarena
- warnakulitnyayanghitam. -
. : Bersama Ketua Mahkamah
- AgungRIdan Ketua Komisi
© Yudisial RINomor 047/

© KMA/SKB/IV/2009 dan
Nomor 02/SKB/P.KY/

- IV/2009. Prinsip-prinsip

- dasar KEPPH

- diimplementasikan dalam
- 10 aturan perilaku sebagai
- berikut: (1) Berperilaku

- Adil, (2) Berperilaku Jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan

- Bijaksana, (4) Bersikap

- Mandiri, (5) Berintegritas

- Tinggi, (6) Bertanggung

- Jawab, (7) Menjunjung

- TinggiHargaDiri, (8)

melaporkan James Oakley

- Beberapakisahdiatas
- adalah contoh pelanggaran
- Kode Etik Hakim dalam

- bermedia sosial diluar

- negeri. Dilndonesia,

- selama kurun waktu tahun
- 2017,Badan Pengawasan
Mahkamah Agung telah

tulisan/postingan/

dimedia sosial milik hakim

¢ Lalu,bagaimana

Komisi Yudisial RI Nomor 047/ :

- sebenarnyaKode Etik

KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor :

. sosialdilndonesia?

Hakim dalam bermedia

- Kode Etik dan Pedoman
- Perilaku Hakim (KEPPH)

diatur dalam Keputusan

Berdisplin Tinggi, (9)

- BerperilakuRendah Hati,
- (10) Bersikap Profesional.

Kesepuluh butir dalam

- KEPPHtersebut disusun
- untuk menjamin bahwa

- hakimakan selalu

- bersikap adil, bijaksana,

- imparsial, dan profesional,
- baik saat memeriksa
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- perkara, maupun di

- luar persidangan. Hal

- itudemimewujudkan

- visiMahkamah Agung,

- yaitu terwujudnya badan
- peradilanyangagung.

Meskipun demikian,

: Mahkamah Agung
(sebagai pelaksana

- kekuasaankehakiman)dan
- Komisi Yudisial (sebagai

- lembaga pengawas

- eksternal yangdiberi

- tugas menjalankan fungsi
- checks and balances)

- belum memiliki panduan
- bakutentang etika hakim
- dalam bermedia sosial.

- Bisasaja, prinsip-prinsip
- dasar KEPPH
sebagaimana tersebut

. diatas, diambil utuh dan

- dipindah darikode etik

- dunianyatamenjadikode
- etikduniamaya. Tapi, saya
- kiratidak sesimpelitu.

- Diduniamaya,

- permasalahanyang

- dihadapioleh para

- hakim berbeda dengan
- dunianyata. Halini

- jugatergantung

- dengan budaya, tujuan,
- dan kemampuan

f seorang hakim dalam
menggunakan internet.

Ada perbedaan nyata

- antarainteraksilangsung
- denganinteraksidigital.

- Duniadigital amatlah

- cair. Percakapan (chat),

- tulisan (post), pesan,

- video, atau foto yang

- dikirim dapat tersebar ke

PERSPEKTIF
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PERSPEKTIF

ribuan orang tanpa bisa
dikontrol. Jejak digitalitu
bersifat abadi, segala hal
tersebut taditetap ada
hingga bertahun-tahun
setelah dibuat. Selainiitu,

lebih sulit diatur, dan amat
sangat bisamemunculkan
kesalahpahaman.
Bagaimanapun, bahasa
tulis (dengan tanpaisyarat
visual, intonasi suara,

dan mimik wajah), akan
memunculkan peluang
pesan yangditangkap
keluar dari konteks dan
disalahartikan, atau
disampaikan secara salah.

- juga masih diperdebatkan
- antar negara bagian,

- dan masih belum

- memilikiaturanjelas.

- Adabeberapanegara

- bagian yang mengatur
hubungan melaluiinternet
- dengan pengacara atau

: jaksa penuntut, maka
harus menggunakan

- pengaturan privasiyang
- baik”. Atau “Tidak boleh

- ‘berteman’denganjaksa
- atau pengacarayang

- diperkirakan akanatau

- memang akan menangani
- proses hukum”. Namun,

“Bila sudah ‘berteman’

secara spesifik, kode
etik baku hakim dalam

- Of Social Networking

- For Members Of The

- Judiciary”. Aurora

- menyebutkan beberapa
- permasalahan utama

- yang dihadapioleh

- seorang hakim di media

© sosial adalah sebagai

© berikut: (1) Update status/
mengirimkan pesan/
membuat pertemanan/

- berkomentar, (2)

- Mempostinggambar

- (dengan caption) dan

- juga mengomentari

- postingan gambar, dan

- (3) Melakukan riset untuk

mendapatkaninformasi
tentang suatu perkara.

Perkembangan teknologi telah menggeser

cara manusiaberinteraksi sosial, mulai dari

bertatap mukalangsung, berubah menjadi

lewat suara (telefon), dan akhirnya sampai

ke interaksi menggunakan ranah digital

(tulisan/gambar/video).

Masihjarangnegarayang
menyusun Kode Etik
Hakim dalam bermedia
sosial. Ambil contoh,
Kanada misalnya, hanya
memberikan Panduan
bermedia sosial untuk para
hakim (Guidance on Social
Media Use and Other
Technology Issues).

Standar penggunaan
media sosial untuk para
hakim di Amerika Serikat

EDISI
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- bermedia sosial di
 Amerikaitu belum ada,
- dan masih mengacu

- kepada kode etik hakim
- secaraumum.

Aurora J. Wilson, yang

begitu khawatir dengan
perkembangan media

sosial kaitannya dengan
- kode etik hakim, menulis
- sebuahpaper:“Let’s Be
- Cautious Friends: The

- Ethicallmplications
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- Meskipun demikian, baik
- Kanadadan Amerika,

- sepakat dalam dua hal

- tentang etika hakim

- dalam bermedia sosial: (1)
- Tidak boleh mengirimkan
pesan atau berkomentar
mengenai proses hukum
yang sedang berjalan,

© dan (2) Hakim harus
menghindarikegiatan

- atauasosiasiyang

- dapatmencerminkan

. padakeberpihakan atau

- mengganggu kinerja tugas
- yudisial.

Media Sosial: Sebuah
: Keniscayaan

© Menurut Adam Smith,

© manusiaadalah makhluk
- sosial (Homo Homini
Socius). Tidak ada satupun
- manusiayang mampu

- hidup sendiritanpa

- bersosialisasidengan

- manusialain.

- Hakimadalah makhluk
- sosial, yang menjadi

- perpanjangan

- tangannegaradalam
- menyelesaikan

- konflik (sosial), dan
olehundang-undang
diperintahkan utk
menggali hukumyang
hidup di masyarakat
- (sosial).

- Perkembangan teknologi
- telahmenggeser cara

- manusia berinteraksi

- sosial, mulaidaribertatap
- mukalangsung, berubah
- menjadilewat suara

- (telepon), dan akhirnya

- sampaikeinteraksi

* menggunakan ranah

© digital (tulisan/gambar/
video).

Kreativitasinsan|IT pun
- sepertitak berujung,

- denganbermunculan

- banyak model, bentuk,
- fungsi,dannama media
- sosial,ambil contoh:

- Facebook, Twitter,

- GooglePlus, Instagram,
- Pinterest, Skype, Whats

www.komisiyudisial.go.id



app, LinkedIn, Path, BBM,
Line, Telegram, dan masih
banyak lagi.

Pertanyaan besar:
“Bolehkah Hakim
menggunakan Sosial
Media?”

Jawabannya: Boleh.
Pertanyaan tadisama
sepertimempersoalkan
kebolehan seorang hakim
dalam bersosialisasi
danbergauldengan
masyarakat dan
lingkungan sekitar. Amat
sangat boleh, namun tetap
adarambu-rambuyang
harus dipatuhi.

Seorang hakim tidak bisa
dilarangmenggunakan
media sosial, namun
kehati-hatiandalam
menggunakan media
sosial harus diutamakan.
Media sosial tidak

boleh memengaruhi
profesionalisme

hakim, pun tidak boleh
menyalahgunakan
kekuasaan sebagaihakim
dalam media sosial.
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim berlaku
sempurnadalam dunia
nyata dan dunia maya.
Bahkan, dengan tambahan
panduan khusus yang
harus dirumuskan
bersama.

Tidak bisa dipungkiri,
media sosial adalahruang
terbukayangharus selalu
dipersepsikan terbuka.
Diruangini, aktivitas

www.komisiyudisial.go.id

- media sosial sangat

- rentan bersinggungan

- denganindependensidan
- menjadikan profesi hakim
- terkesan bukan profesi

- sunyi.

* Padassisi lain, media sosial
: adalah kenyataan sejarah,
© danhakim tidak boleh

- tereliminasidarisetiap

- gerak perubahan sejarah,
- tetapkeepintouchwith

- thesociety agar bisa

- menyelamirasakeadilandi
- masyarakat. Ambil contoh,
- aturantentang “Dilarang

- berteman dimedia sosial

- dengan advokat atau pihak
- yangberkaitan dengan
perkara”.

Bisajadihalitu sulit untuk
diterapkandilndonesia,di -
mana friendlist akun media :
- sosial seseorang (misal:

- facebook) terkadang

- bisamencapaijumlah

- ribuan,danbelumtentu

- kenal semua. Bandingkan
- dengan friendlist akun

- facebook orang Amerika,
- misalnya, relatif lebih

- sedikit berkisar puluhan

- orang, karenaakun

- yangmasuk listhanya

© benar-benarkenal,

- barulah friend request-nya
f akandi-accept. Inierat
kaitannya dengan budaya.

Demimenjaga marwah
- lembaga peradilan,

- KitabUndang-Undang
- Hukum Pidana (KUHP)
- memuat sejumlah
- delik contemp of
- court,objeknya

- adalah masyarakat. Adalah
- tidak adil jika hakim

- danseluruh aparatur

- peradilan dibiarkan bebas
- berperilakuapapun

- (termasuk di media sosial)
- yangdalam perasaan

* umum bisa dinilai

- merendahkan wibawa
peradilan.

Hakim boleh bermedia

- sosial,namun perlu dijaga
- denganguidelineagar

- hakimsejak awal tahu atau
- setidaknya bisa mengukur
- batasan pemanfaatannya.
- Sepanjang tidak ada

- guideline, maka hakim

- akanselalurentandinilai

- melanggar kode etik

© menurut tafsir pemilik

- kewenangan pengawasan/
penegakan kode etik.

Begitu besar pengaruh
- mediasosial terhadap

- pengetahuandan

- kecenderungan berpikir
- seorang hakim sehingga
- Komisi Yudisial, melalui
- JuruBicara Farid Wajdi
- (29/4/2017), pernah
meminta majelis hakim
© yang sedang mengadili
© sebuah perkarayang
mendapat perhatian
publik, supaya dalam
memutus
- perkara:

PERSPEKTIF
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“Hakim enggak usah
baca koran, dengar radio,
dannonton TV.Hakim
juga tidak boleh baca
media sosial. Harus
menggunakan hati
nuraninya’.

Farid beralasan hakim
merupakan wakil Tuhan
dalam hukum sehingga
harus memilikijalan
sunyiuntuk menjaga
profesionalismenya.
“Hakim adalah wakil Tuhan

pilihjalan sunyi. Profesi
hakim profesi mulia, hakim
harus memilihjalan sunyi,”

Hakim dan Investigasi
Komisi Yudisial Jaja
Ahmad Jayus saat
menjadinarasumber
“Penerapan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) dalam Bermedia
Sosial”, Kamis (20/7)
diPengadilan Tinggi
Palembang, Sumatera
Selatan berujar, “Hakim
harus berhati-hatidalam
bertutur kata melalui
media sosial dandiluar

cetak dan elektronik.
Hakim juga harus menjaga
independensinya dalam
menangani perkara,
sehinggajangan ada
intervensi melalui media
sosial.”

Pada kesempatan yang
sama, Kepala Badan
Pengawasan MA Nugroho
Setiadji mengajak

EDISI
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- parahakimuntuk

- dapat memanfaatkan

- media sosial dengan

- sebaik-baiknya. Hakim

- boleh sajamempunyai

- pendapat secara pribadi,
© tetapijangan sampai

© terpancing untuk menjadi
f polemik dalam media
sosial.

. “Sebagai hakim tidak

- lepasdariKEPPH.

- Jangan sampaimedia

- sosial menjadipenyebab
dalamhukum.Hakimharus -
- terhadap KEPPH.

- Bagaimanapun, hakim
- yangbekerja secara

- silence korps, menurut
Ketua Bidang Pengawasan
- menghindarihakimyang
- secaratidak sadar masuk
- dalam pembicaraan

© dimediasosial,” tegas
Nugroho.

terjadinya pelanggaran

sayabagus. Halini untuk

Penutup

- Selain Kode Etik dan

- Pedoman Perilaku Hakim
- yangtelahada, Aurora

- menambahkan dua poin
- etika utama hakim dalam
- bermedia sosial, yaitu:
media sosial, seperti media

" 1. Hakimharus

selalu menjaga
sikapimparsial,
danmenghindari
keberpihakan.

2. Hakimharus

menghindari sikap
(tulisan) yang tidak
pantas dan sopan, baik
secaramoral,norma
dan etika.

SEPTEMBER 2016

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta,
29 November 1982

Alamat: Pengadilan Agama
Tanggamus

JI. Jend. A. Yanino. 3 (Komplek
Pemda), Kota Agung Kab. Tanggamus
Lampung 35384

Pekerjaan: Hakim Pengadilan Agama
Tanggamus

Email: vatonie@gmail.com

- Dalam menangani
sebuah perkara, hakim

* harus selalu menjaga
imparsialitas dan
profesionalitasjalannya
proses persidangan,

- pundalamranah sosial

- media. Hakimjuga harus
- menjagaimparsialitasdan
- profesionalitasnya.

- Setiap hakim pasti

- memiliki pendapat pribadi
- tentangsuatuhal, atau :
- pandangan khusus tentang :
- kejadian dilingkungan

- sekitar yang sedang
hangat, danitu manusiawi.
Akan tetapi, halitu

. bukan berarti hakim bisa
melontarkan pendapat

- pribadinyatersebut di

- ruangpublik, secara vulgar
- tanpasaringan.

- Hakim tidak boleh hanyut
- dalam opini publik, harus
- check dan cross check

- semua pengetahuan,

- ilmu, danberitayangia

- terima sehingga tercapai

* keyakinan pastibahwa

yangia terima tersebut
- benardanbermanfaat.

- Semua hakim memang

- bebas menulis, membuat,
- dan/atauberpendapat
apapun tentang semua

- haldiakun mediasosial

- miliknya, tapi bukan berarti
- hakim tersebut lepas dari
- konsekuensidan tanggung
jawab darisegalayangia
tulis.

Muaradarisemuaini,

- adalah hakimakan

- selalumemberikan

- putusan berdasarkan

- hukum, berdasarkan

- fakta-faktapersidangan,
- dengan hatinuranidan
- keadilan, yang tercermin

dalam perkembangan-

- perkembangan filosofis
- danyuridis sebagai dasar
dalam pengambilan
putusan.

Jadilah hakim pengguna

- mediasosial yang beretika,
- bukan menjadi‘Hakim'di
- mediasosial.[&

www.komisiyudisial.go.id



LIPUTAN
KHUSUS

Hakim Dizalimy,
KY Siap Bela

Jika ada hakim yang
mendapatancaman,
teror, hujatan atau dihina,
maka KY akan menjadi
gardaterdepan untuk
membelanya



LIPUTAN

KHUSUS

Lembaga pengawas hakim inipunya

tanggung jawab besar di dunia

peradilan untuk menjaga kehormatan,

keluhuran martabat, dan perilaku

hakim dari gangguan pihak luar yang

ingin mencederai dan menjatuhkan

wibawa hakim.

EDISI

alah satutugas
Komisi Yudisial
(KY) adalah

melakukan advokasi
terhadap kewibawaan
hakim. Halinibertujuan
melindungi profesi hakim
dariadanyaancaman
dan tekanan daripihak
luar saat menjalankan
tugasnya. Halitu menjadi
tugas KY sesuaiamanat
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang
KY.

Selainitudiatur pula
dalam Peraturan Komisi
Yudisial Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
2013 tentang Advokasi
Hakim.Dalam tugasnya
melakukan advokasi demi
menjaga marwah hakim,
KY berkomitmen untuk
menjaga kehormatan,

m Kowisi Yumistar, | ot oo

keluhuran martabat, dan
perilaku hakim.

“KY bertugas menjaga
kehormatan, keluhuran
martabat dan perilaku
hakim. Salah satu

yang dilakukan adalah
melalui program judicial
education (JE) untuk
mengampanyekan
hak-hak para pencari
keadilan dan hak
perlindungan terhadap
hakim,” kata Ketua
Bidang SDM, Advokasi,
Hukum, Penelitian

dan Pengembangan

KY Sumartoyo saat
memberikan keynote
speech dalam workshop
Perbuatan Merendahkan
Kehormatandan
Keluhuran Martabat
Hakim dalam Perspektif
Etika dan Hukum,
Rabu-Kamis19-20 Juli

2017 silam diHotel Emilia,

Palembang.

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Workshop Judicial

EducationdiPalembang

Menurut Sumartoyo,

JE merupakan program
advokasihakimyang
bersifat preventif.
Programini merupakan
upaya untuk membangun
kesadaran seluruh
stakeholder dalam
menjaga kehormatan
dan keluhuran martabat
hakim.

Kepada Majalah Komisi
Yudisial, Sumartoyo
menegaskan bahwa
advokasiadalah program
turunandari JE.Dalam
JE ada unsur pemerintah,
penegak hukum dan
masyarakat. Selainitu,
KY juga melibatkan

www.komisiyudisial.go.id



masyarakat agar semua
pihak bisa paham
bagaimana proses
peradilan yang baik.

“KY melakukan advokasi
kepada aparat penegak
hukum, termasuk di
dalamnya profesihakim.
Advokasidilakukan di
tempatiabertugas. Jika
mendapatkan ancaman
danhinaan, KY akan
tindaklanjuti untuk
memanggil pelaku dan
memberikan pemahaman
secarapersuasif,” katapria
kelahiran Yogyakarta, 4
September 1956 ini.

Jadi, jikaadaorang
melakukan perbuatan
merendahkan martabat
hakim, menurut
Sumartoyo, besar
kemungkinankarenaia
tidak tahu atau mungkin

www.komisiyudisial.go.id
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merupakan program advokasi hakim

e

etikanya masih terbatas.
Sehinggadalamrangka
melaksanakan JE,KY
mengundang yang
bersangkutan untuk
memberikan pemahaman
dan mempersuasipelaku
yang merendahkan
martabat hakim. Jadi
semangatnya, perbuatan
yang tidak tepatitu
disadarkan.

“Setelah kita sadarkan,
meminta maaf dan berjanji
tidak akan mengulangilagi
untuk tidak merendahkan
martabat hakim,” katanya.

Sumartoyo memberi
contoh kasus dalam
persidangan, seperti
indikasiintimidasimassa
terhadap hakim.

“Tanpaadalaporan pun,
KY akan bergerak meminta

yang bersifat preventif”

aparat setempat untuk
melakukan pengamanan
danmengawal jalannya
persidangan. Jadi, hakim
yang diancam, dihina
maupun dihujat akan KY
lakukan advokasi,” papar
Sumartoyo.

Dijelaskan Sumartoyo,
pada periode Januari-Juni
2017,KY telah menangani
8kasus yangdiduga
merendahkan martabat
hakim. Salah satu
penghinaan terhadap
hakim dilakukan melalui
media sosial.

“Beberapawaktulalu,

KY menanganikasus
penghinaan terhadap
hakim, hingga akhirnya
kasusitudapat
diselesaikan secara baik,
dan pelaku penghinaanitu
telah meminta maaf baik
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secaralisan dan tertulis,”
ungkap mantan advokat
itu.

Sumartoyo mengatakan,
advokasitersebut
dilakukanKY baik
sebelum terjaditindakan
merendahkan martabat
jugajika ditemukan
adanyatindakan
merendahkan hakim.
UmumnyaKY bergerak
setelah ada gejalayang
diperkirakan atau sudah
nyata akan menghalangi
proses peradilan.

“Contohnya pengadilan
yangdiserang. Jadi
setelah ada kejadian
sepertiitukitabaru turun.
Kalau tidak, kita kan tidak
tahu,” kata Doktor lulusan
Hukum Bisnis Universitas
Padjajaranini.

KY akan terus
mensosialisasikan tugas
advokasikepada hakim
diberbagaidaerah dalam
bentuk workshop tentang
kegiatan merendahkan
martabat hakim

dengan mengundang
berbagaielemen
masyarakat seperti
akademisi, pemerintah

EDISI .
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- daerah, wartawan,

- danadvokat. Kegiatan

- telahdilaksanakandi

- beberapadaerah, seperti

- Palembang, Makassar,

- Surabaya, Medan dan

: lainnya. Selainitu

juga memanfaatkan

- beragam publikasi

- lainnyadan melakukan

- pertemuan-pertemuan

- dengan aparat penegak

: hukum lainnya untuk
membangun sinergi.

"Dijelaskan Sumartoyo, pada
periode Januari-Juni 2017, KY
telah menangani 8 kasus yang
diduga merendahkan martabat
hakim. Salah satu penghinaan
terhadap hakim dilakukan
melalui media sosial”

o EDISI
m Kowisi Yumistar, | ot oo

“Dalamrangka
menegakkan martabat
hakim, makajangan
sampaiadarasa takut
dengan pihak lain,”
tegasnya.

Kasus merendahkan
martabat hakim yang
paling banyak dan variatif
terjadiselama 2017.
Mulaikasus pengerahan
massayang menganggu
peradilan, mengejek

dan menghina dimedia
sosial, perusakan fasilitas
peradilan, sampaidengan
kekerasan fisik terhadap
hakim.

Sumartoto juga bercerita
soal tekanan publik terkait
kasus penistaanagama
dengan terdakwa Basuki
TjahajaPurnama dimedia
sosial.

Terakhir, ia berpesan, jika
ada hakim merasadihina
dandirendahkan, maka
laporkan ke KY untuk
mendapatkan advokasi.

Contemptof Court

Berbicara soal contempt of
court, Hakim Tinggi Herdi
Agustina mengemukakan,
hingga saatinibelum

ada UUyang mengatur
contempt of court untuk
melindungi tugas hakim
sehingga menjadicelah
bagipara oknum untuk
melakukan haltersebut.

“Banyak perbuatan

yang merendahkan
keluhuran dan martabat
atau contempt of court.
Sepertipengabaian

surat panggilandari
pengadilan terhadap pihak

Workshop Judicial
EducationdiMataram

www.komisiyudisial.go.id



Ketua Bidang SDM,
Advokasi, Hukum dan
Litbang, Sumartoyo

www.komisiyudisial.go.id

yang berperkara, hingga
penyeranganintegritas
hakim sepertiadanya
komentar-komentar
pada talkshow terhadap
perkarayang sedang
berjalan,” ungkap Herdi.

Menurutnya, halitu dapat
terjadikarenabelum ada
undang-undangyang
mengatur contempt of
courtdilndonesia. Aturan
itumasih tersebar diKitab
Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal
207,217,dan 224.Halini,
lanjutnya, mengharuskan
KY danaparat penegak
hukum untuk duduk
bersama merumuskan
pedoman terkait contempt
of court.

Ungkapan hampir senada
dari Wakil Sekretaris
Jenderal Persatuan
Advokat Indonesia

(PERADI) Arif Budiman.
lamengatakan, penting
untuk menjaga marwah
daripenegak hukumdan
halitu berangkat daridiri
pribadi masing-masing.

“Marwah penegak
hukum berasal dari

0O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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kode etik profesinya
masing-masing yang
mengatur hal-hal luhur
darinilai-nilai profesinya.
Halinipenting untuk
dijaga, tentunyadari

kita sendiridulu yang
menjaganya,” ucap Arif.

Lebihjauh menurutnya
perbuatan merendahkan
keluhuran martabat
perilaku hakim ada dua
sisi, yaitu ketika hakimnya
sendiriyang melanggar
KEPPH, dan dariluar
ketika ada upayayang
merongrong kewibawaan
pengadilan.

“Selain memangkita
perlumenghormati
hakim dan pengadilan
demitegaknya hukum
yang seadil-adilnya, juga
penting darihakimnya
sendiriyang menjaga
kehormatandari
profesinya,” tandas Arif.[{

Marwah penegak
hukum berasal dari
kode etik profesinya

masing-masing yang
mengatur hal-hal
luhur dari nilai-nilai
profesinya

SEPTEMBER 2016
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”Bagz sebagzan masyarakat, Berau
merupakan wilayah kabupaten di Provmsz &
y Kahmantan szuryang nyarzs terlewat
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ibalik pasang
surutindustri
pertambangan,

mata pencaharianutama
masyarakat Berau

adalah perkebunandan
pertanian. Selainitu,
Berau termasuk kawasan
transit dengan bentangan
alamyangindah. Posisi
geografisnya, diapit dua
sungai besar yaitu, Sungai
Segahdan SungaiLati,
serta wilayah perairan
dangkal yang berisikan
terumbu karang yang
cantik dan kekayaan
hayati yang menarik hati
wisatawan.

Sebagai kawasan transit
dan pariwisata, aparat
penegak hukum wilayah
Berau kerap mengurusi
perkara pidana narkotika
dan pencurian. Kasus
tersebut mendominasi
setiap tahunnya di
Pengadilan Negeri (PN)

Tidak terbayangkan untuk sekadar singgah atau bersafaridi
wilayah yang terkenal sebagai penghasil batu bara yang cukup
tersohor dinegeriini. Terlebih, saat harga batu bara mulai terpuruk
sejak akhir tahun 2011hingga awal tahun 2015 lalu, yang ditengarai
karena kelebihan pasokan dan menurunnya permintaan pasar
terhadap batu bara sehingga membuat beberapa industrikecil
pertambangan terpaksa gulung tikar. Hal itu juga membuat angka
kriminalitas seperti pencurian di wilayah ini cenderung meningkat.

TanjungRedeb yang
wilayah hukumnya
terbentanghingga 12
kecamatan.

“Perkarayang kami
tanganidipengadilan,
rata-rata sekitar 350
kasus tiap tahunnya.
Hampir sekitar 60
persennya adalah perkara
narkoba, baik sebagaikurir
ataupun pengedar selalu
ada setiap tahunnya.
Selebihnya adalah kasus
pencuriandan perdata,”
buka Ketua PN Tanjung
Redeb Abu Achmad Sidqi
Amsyaketika ditemui tim
redaksidiruangkerjanya.

Lebihjauh, hakim yang
akrab dipanggil Abuini
menuturkan, akses yang
dekat dengan Kabupaten
Nunukan di perbatasan
Indonesiadicurigai
merupakan pintu masuk
pengedar narkotika.
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“Akses yang mudah

bagi pengedar narkoba
melalui Tawau Malaysia
yang merupakan wilayah
perbatasan diNunukan,
hingga akhirnya mereka
tertangkap dan diadilidi
sini,” tutur pria kelahiran
Sidoarjo itu.

Pernyataanitu dipertegas
oleh Rachmat Priyadj,
hakim yang sejak 2 tahun
lalu dimutasi ke Tanjung
Redeb. Sebelumnya,
Rachmat bertugas di PN
Nunukan yang memiliki
permasalahan sama
dengan PN Tanjung
Redeb.

“Diwilayah Nunukan,
perkara pidana seperti
penyelundupan,
penggelapan, dan
narkoba relatif banyak.
Untuk narkobarupanya
berdampak juga di wilayah
Berau, karena memang
wilayah transit dan dekat
dengan perbatasan,” jelas
Rachmat.

Dibalik perkara narkotika
yang meresahkan, disisi
lain sebenarnya Berau
merupakan wilayah
yangrelatifamandan
tenang. Menurut hakim
yang merangkap sebagai
humas pengadilan Andi
Hardiansyah, pasangsurut
perekonomian daerah
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yang membuat beberapa
kasus pencurian menjadi

tinggi.

“Hingga akhir tahun

2010 lalu, disinisangat
aman. Bahkan, jika kita
taruh motor di pinggir
jalandengankunci

masih menyangkut
distop contact-nya,
tidak ada seorangpun
yangambil. Namun
sekarang, bisa sajahilang
seketika. Bisajadikarena
banyak perusahaan
pertambangan batu bara
yang bangkrut beberapa
tahun belakangan

ini. Halitu membuat
banyak pengangguran
sehingga kasus pencurian
belakangan semakin
meningkat,” ungkap Andi.

Untuk mempersiapkan
itu, lanjut Andi, pihak PN
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Tanjung Redeb kerap
berbenah, terutama terkait
pelayanan publik. Hal lain
yang perlujuga dicermati
adalah minimnya sumber
dayamanusia untuk
menunjang pekerijaan,
baik teknis maupun
administrasi perkantoran.

“DiPN Tanjung Redeb
sangat minim SDM. Hakim
berjumlah 7 orang untuk

2 Majelis, meskiperkara
relatif samadengan PN
laindiKalimantan Timur.
Idealnya, yaada 3 majelis.
Selainitu, beberapa
pekerjaan kepaniteraan
danadministrasimasih
adayangdikerjakanatau
dibantuoleh orangyang
sama. Adajuga sub bagian
yang tidak memiliki staf
sepertipersonaliadan
IT.Halini agak sedikit
mengganggu kinerja di
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PN ini. Apalagikita sedang
mempersiapkan untuk
akreditasi ke depannya,”
jelas Andiseraya
mengajak tim redaksi
berkeliling.

Hal yang dikemukakan
Andimemang bukan
tanpaalasan. Saat tim
redaksiberadadisanadan
mencariinformasimelalui
website pengadilan,
halitu tidak dapat
dilakukankarena website
masih dalam perbaikan
dan pengembangan.
Permasalahan inidiakui
oleh Sekretaris Pengadilan
Romansyah. Menurutnya
dikarenakan kendala SDM
dansaranayangkurang
memadai.

“Untuk sewajaringan kami
memiliki keterbatasan
padaanggaran. Kami

AJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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Timur, namun idealnyaya 3 Majelis”

sudah cobahubungijuga
ke penyedianya, tapi
nampaknya darisisiharga
cukup tinggi sehingga
kami tidak dapat yang
spesifikasinya untuk
layanan perkantoran.
Jadi, aksesinternet yang
kamidapatkan saatini
sangat minimadanyadan
seringkalimengalami
gangguan.

Halini menyulitkan kami
untuk mengakses SIPP,”
jelas pria yang telah
bekerja selama 32 tahun di
PNitu.

Selain terkait SDM,
Romansyah mengatakan
bahwa Sub BagianIT di
PN Tanjung Redeb tahun
inimengajukan pensiun
dinikarena sakit yang
dideritanya.Halinijuga
akan lebih menyulitkan

www.komisiyudisial.go.id



kinerjaPN disisilT karena
berkurangnya SDM yang
menanganinya.

“SubBagianIT
mengajukan pensiun
dinikarena sakit yang
dideritanya. Haliniakan
lebih menyulitkan kinerja
PN. Terlebih, tidak ada
lagi staf yang bekerja di
sub bagianitu. Selamaini,
kamihanyadibantu oleh
tenaga honorer,” ungkap
Romansyah lebih lanjut.

Dirinya berharap ke
depan terkait usulan
penambahan SDM

akan lebih diperhatikan
sehingga akan menaikan
kinerja PN. Menurutnya,
baik pekerjaan teknis

dan administratif tidak
akanberjalan baik tanpa
ditopangdengan sarana
prasaranayang memadahi
darisisilT maupunrumah
tangga.

www.komisiyudisial.go.id

“Semoga ke depan akan
lebih diperhatikan melihat
darikesulitan minimnya
saranadanprasarana
yang dimilikioleh PN

ini. Kami akan tetap
memperjuangkannya
dalam pengajuan di DIPA
tahun depan,” harap
Romansyah.

Pengajuan DIPA yang
dimaksud Romansyah
juga menjadiharapan
darisetiap individu

yang berdinas diPN
Tanjung Redeb. Halitu
juga termasuk adanya
unsur perbaikan pada
lingkungan rumah dinas
yang menjadikediaman
para hakim, meskimereka
mengaku rumahitu masih
dapat dikatakan layak.

Namun seringkali
jika kondisialam
tidak bersahabat,
faktor keamanandan

kenyamanan menjadiisu
yang menarik perhatian.
Andimenjelaskan, jika
hujan terlalulamadan
SungaiLatisedang
pasangairnya, maka
hewan-hewan reptil
berbisa akan naik ke
permukaan, hingga ke
pemukiman para hakim.

“Beberapa waktu lalu saat
air sungai sedang pasang,
air akan menggenangi
halamanrumahdan
jalanan. Halitu bisa
dimaklumitetapiyang
membuat kami takut
apabila hewan-hewan
sepertibiawak dan ular
kobrayangturut naik ke
permukaan.

Kamikhawatir terhadap

anak-anak kamiyang

masih kurang mengerti

bahaya. Tempo hari, saya

melihat si sulung sedang

mengacung-acungkan
kayu kepada ular kobra.
Sontak saja sayakaget,
danlangsung menarik
anak saya menjauhi
ularitu,”kenang Andi
seraya menunjuk pada
tempat dimanadirinya
menemukan ular dan
biawak pada kejadian
itu.

Antara sungai

dan perumahan
menurutnya
mengalamiabrasi,
sehingga yangawalnya
posisisungaijauh
menjadi semakin
dekat. Seharusnya
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solusiuntuk
permasalahaniniseperti
adanyaupayarenovasidi
lingkungan perumahan,
sedangkan untuk renovasi
rumah sudah keluar dari
kocek sendiri.

“Kalau kita lihat batas
perumahanrumah

dinas dan sungaiitu
mengalamiabrasi, jadi
jaraknya semakin dekat.
Seharusnya bisa ditangani
dengan membangun
tembok atau diurug
sedikit batu, misalnya.
Namun tentunya biaya
yang keluar tidak sedikit,”
pungkas Andi mengakhiri
perbincangan.

Suka dukaitu adalah
mutiaradi PN Tanjung
Redeb. Mutiaraitu lebih
berupakebersamaandan
keakraban. Saat tidak
berdinas, mereka bertemu
dipendopo halaman
rumah, tempat tenis, dan
taman kota yang bersih
tidak jauh beradadisana.

Jikadikantor, setiap
jumat ritual mereka
adalah makanbersama
yang disisihkan dari gaji
yang mereka terima,
seraya bersyukur atas
setiap nikmat yang
mereka terimadanrasa
persaudaraan yang
sangat berhargayang
merekarasakan selama
menjadiseorang pengadil
diwilayah yangnyaris
terlewat dari pandangan,
ditepi Pulau Borneo.[d
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KEHURMATAN
AKIM

Advokasiterhadap hakim
terkadang luput dari
pemberitaan media, tak

Adnan F. Panji

heran jika masih banyak
hakim diIndonesiayang

tidak mengetahuitugas dari
konstitusi yang diberikan
kepada Komisi Yudisial (KY) itu.
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amun bukan
tanpakinerja,
terhitung sejak

awal Tahun 2017 hingga
sekarang, KY telah
menyelesaikan delapan
tugas advokasihakim
yang berujung pada
upaya mengambil langkah
hukum atau langkah lain
terhadap perseorangan,
kelompok orang atau
badan hukum yang
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim.

Sebut sajadalam
kasus Pemilihan
Pemimpin Daerah di
Jakartabaru-baruini,
Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara
tersebut mengalami
tekanan yang sangat
besar, mulaidari
pencemaran nama
baik hingga mendapat
teror dari pihak-pihak
berperkara.

Pada edisikaliini,

Tim Redaksisengaja
mendatangisalah satu
anggota Majelis, untuk
mendapatkan pernyataan
daripengalamanyang
dialaminya saat di
advokasioleh KY. Hal
itujuga untuk menepis
anggapan bahwa kinerja
KY hanya sebatas
pengawasan dan
penegakan kode etik
semata.

Berikut wawancara
dengan Ketua Pengadilan

www.komisiyudisial.go.id

Negeri (PN) Bandung,
Jupriyadi, yang dulu
menjabat sebagai Wakil
Ketua PN Jakarta Utara.

Pandangananda
terhadap upayaKY
dalam meng-advokasi
hakim?

Sebagaihakim awalnya
memang belum melihat
advokasihakim dari

sisi positif. Ketika saya
menjabat sebagai Wakil
Ketua PN Jakarta Utara,
kemudian awalnya
didatangioleh Ketua KY,
laludengan tim advokasi
KY sayabaru tahu bahwa
KY tidak hanya mencari
kesalahan hakim dalam
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) saja,
tetapijuga pembelaan
terhadap hakim terhadap
hal-hal yang bersifat
kritik darieksternal dan
ikut menjebatanidan
membentengi hakim.

KinerjaKY manayang
lebih terlihat sejauhini?

Kalau yang muncul di
permukaan dimedia
misalnya, hampir tidak
pernah memberitakan
sesuatu yang positif
dalam tanda kutip,
karena kebanyakan
yang diberitakan
negatif, misalnya ada
hakim melangar kode
etik diperiksa KY dan
seterusnya. Tapiuntuk
pemberitaan seperti

advokasihakim terhadap
Majelis PN Jakarta Utara,
justru tidak pernah
terpublikasikan sehingga
masyarakat dan para
hakim tidak tahu.

Jadikalau menurut saya,
dimedia-mediaitu hanya
menggambarkan bahwa
KY itu terlihat hanya
mencari-carikelemahan
dankesalahan para
hakim, yang kemudian
disampaikan kepada
media baik konvensional
maupun online.

Adakah Lembaga/
Instansi/Organisasilain
yang cocok melakukan
advokasikepada hakim?

Yang digariskan dalam
Undang-Undang

secara yuridis memang
seharusnya dilakukan
oleh KY, namun perlu di
ingat sejak awalnya KY
berdiribanyak sekali
konfrontasidengan
Mahkamah Agung karena
bisadimaklumisaat

itu KY memang sedang
mencaribentuk. Lalu
perlahan-lahan seperti
sekarang ini, KY menjadi
sangat diperlukan untuk
mengawasi kode etik
perilaku hakim.

Namun catatanya
halkalau memang
komitmen KY betul-betul
berkomitmen menjaga
harkat dan martabat
keluhuran hakim.
Disamping itu disisi

St | KonisiYi
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kamijuga ada badan
pengawasan, ada juga
secara struktural ada
Pengadilan Tinggidan
Mahkamah Agung yang
mengawasi.

Pengalamanselama
bertugas terhadap
perbuatanyang
merendahkan
kehormatan profesi
hakim?

Ketika saya menjadi
Wakil PN Jakarta Utara,
tanpa saya tau tiba-tiba
sayadidatangioleh
Tim Advokasidari

KY yang bertujuan
untuk membantu
meng-advokasi

para hakim. Bentuk
advokasinya

adalah memonitor
pemberitaan yang
berupa kritik-kritikan
masyarakat terhadap
putusan, perilaku hakim
dan sebagainya. Meski
menurut saya kritik
terhadap putusan adalah
hal biasa dalam koridor
yuridis, analisis dan
akademis.

Kemudian Ketika saya
sedang memeriksa
perkara PILKADA
Jakarta, ternyatadari
pihak KY menemukan
kritik-kritik itu bukan lagi
bersifat keilmuan, tetapi
menyerang pribadi. Dan
menurut Tim Advokasi
kritik itu bukan lagi terkait
materiputusan, kemudian
mereka mencaridan
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akhirnya ketemu, dan
akhirnya pihak-pihak
yang melontarkan kritik
secarapribadiitu secara
sadar dirimeminta maaf
kepada kami Majelis
Hakim.

SelanjutnyaKY
memfasilitasikami
untuk dipertemukan
denganpara pihak

yang mengkritisi tadi,
mendengar halitu
kamisangat senang,
dan akhirnya humas
pengadilan memenuhi
undangan tersebut, dan
dipertemuan itu mereka
meminta maaf secara
tertulis yang dituangkan
pada surat pernyataan
meminta maaf, bahwa
perbuatannya tersebut
telah merugikan hakim,
dan berjanji tidak akan
mengulanginyalagi.
Itulah pengalaman yang
betul-betul saya alami.

Apayangpenting untuk
dilakukan bilamana
hakim berada dalam
posisiyangrendahkan
kehormatan profesinya?

Jika merendahkan
martabat itu berwujud
etika, yang pertama
sayalakukan adalah
melapor pada atasan
saya Ketua Pengadilan
Tinggi, kemudian saya
melaporkan ke KY yang
memiliki kewenangan
membentengi hakim.

Pernahkanimendapat
teror atauancaman?

Kalau sudah berwujud
sepertiitukitaakan
lapor kepada pihak yang
berwajib. Sebagaicontoh
ketika saya menangani
perkara PILKADA itu,
setiap pulang dari
bertugas sayasering
merasa dibuntuti, satpam
dirumahjuga bercerita
bahwa ada beberapa
orang yang mencari
sayadan bertanya
macam-macam.

Kemudian sayabaru
benar-benar merasa
yakin dibuntutisaat
satu ketika saya pulang
darikantor di Gajah
Mada menuju ke rumah
diwilayah Sunter,

saya wakil tidak punya
supir,saya ajak kawan
untuk mendampingi
saya ketika keluar dari
kantor ada beberapa
orang menaiki motor
membuntutisaya,
ketika tauitusaya
sengaja berputar-putar
ke wilayah Petojo dan
memutuskan kembali
ke kantor. Dan ternyata
benar, mereka juga ikut
membuntutisaya ke
kantor, lalu kemudian
saya telepon polisidan
akhirnya mereka datang,
dansayadiantar mereka.

Kejadian tersebut
berulang sekitar 3-4 kali,

o EDISI
E Kowisi Yumistar, | ot oo

Ketika saya menjadi
Wakil PN Jakarta Utara,
tanpa saya tau tiba-tiba
sayadidatangioleh Tim

Advokasidari KY yang

bertujuan untuk membantu

meng-advokasi para
hakim

dalam beberapa minggu,
sampai-sampailstrisaya
juga cerita, kalau didepan
rumah ada beberapa
orang yang terlihat berdiri
dan mengamatirumah,
halinimembuat keluarga
kita tidak nyaman.

Pernyataan untuk
pihak-pihak berperkara
diPengadilan

Jangan melakukan
tindakan yang

tidak terpuji,
mengancam-ancam
hakim, karena perkara
yang kita tangani sudah
berjalan diatas aturan
yang ada dan kepada
para pihak juga harus
bertingkah laku sesuai
dengan aturan yang ada.

Pesankepadarekan
hakim

Sebagaipimpinan disini
sayasenantiasa untuk
mengingatkan tentang
KEPPH baik menangani
perkaramaupun
keseharian sebagai hakim,
danaturan-aturan yang
perlu untuk ditaati.

PesankepadaKY dalam
menjagakehormatan
keluhuran martabat dan
perilakuhakim

Secaraproporsional
dalam upaya penindakan
dan advokasikepada
hakim, agar dijalankan
secaraseimbang, jangan
hanya menitikberatkan
pada pengawasan saja.

www.komisiyudisial.go.id



Media Sosial
Perspektif SSML
Komunikasi, '
Budaya, dan
Sosioteknologi

ST A

Noercholysh
ehadiran media sosial
telah mengubah pola
komunikasisehari-hari.

Judul : Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Jikadahululumrah apabila

. Sosiote.knologi _ berkenalan itu harus bertatap
Penulis : Dr.RulliNasrullah, M.Si.

Jumlah Halaman : +250Halaman muka, maka sekarang cukup

Penerbit : Simbiosa RekatamaMedia dengan add akun seseorang,

Cetakan : Cetakanpertama September 2015, cetakan ketiga sesuaidengan keinginan dan
Maret 2017

ISBN : 978-602-7973-25-1

kebutuhan kita. Jikaingin
membuat janjidengan lingkar
pertemanan, maka cukup
diumumkan di grup media sosial
dan lihat tanggapan anggotanya.

Siapa yang tidak memiliki Media sosial membuat hidup
. . lebih mudah.
akun sosial media? eommies
Dengan segala kelebihannya,
Hampir dipastikan bahwa bukan berarti media sosial
_ e tidak memiliki sisi negatif. Ada
Slapa punyang memiliki banyak kasus akhir-akhir ini yang
— berawal dari penggunaan media
smartphone, memiliki akun sosial yang tidak pada tempatnya.

Hal tersebut terjadi karena masih
banyak pengguna media sosial
Whatsapp, dan sebagainya. yang belum tahu akan norma
yang berlaku dimedia sosial.
Mereka berpikir bahwa media

Facebook, Twitter, Instagram,
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sosial adalah duniayang
tanpa batas.

Bukuinimenangkap
fenomena media

sosial yang semakin
berkembang pesat sesuai
dengan perkembangan
teknologiinternet. Pada
bab-bab awal buku ini
memaparkan tentang
konsep sampai teoriyang
muncul berkaitan dengan
media sosial.

Bagian kedua buku ini
melihat bagaimana
hubunganyangada
antara media sosial dan
fenomena yang berkaitan.
Konteks sepertimedia
sosial dan khalayak,
bahasa, etika, hingga
membahas media sosial
sebagaiinstitusi bisnis.

Perspektif yang
digunakan dalam
mengkaji tidak terbatas
pada dari segiteknologi,
tetapijugadarisegisosial,
komunikasi, budaya
untuk membongkar
yang tersembunyidi
balik media sosial. Pada
bagian terakhir, buku ini
mencoba menawarkan
sebuah landasan teoritis

dan praktis dalam meneliti

media sosial, baik ituriset
untuk melihat perangkat,
mengungkap bagaimana
kebiasaan khalayak,
sampaipada teks apa
yang dibangun sekaligus
didistribusikan oleh
pengguna media sosial.

Kelebihan daribuku ini
adalah tiap bab disertai
data statistik dari
berbagai sumber maupun
pemberitaan media massa
yang berkaitan langsung
dengan media sosial
dankasus-kasusnya di
Indonesia. Pernyataan
tersebut, menurut penulis,
dimaksudkan untuk
menyajikan fakta-fakta
bahwa kehadiran

media sosial tidak bisa
dipandang sebelah mata.

Efeknyatidak hanya
berhenti pada bagaimana
khalayak berhubungan
atau berkomunikasi
dengan khalayak lain,
tetapi sudah menjadi
gelombang besar untuk
mewarnai bidang-bidang
sepertijurnalisme,
sampai pada komunikasi
pemasaran. Ditambah
dengan contoh-contoh
kasus, pembacaakan
bisalebih utuh .
memahami o
dalam konteks
kekinian.
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Siapa sangka status yang
ditulis sambil lalu dan
tidak bermaksud apa-apa
ternyata bisamembuat
seseorang meringkuk di
tahanan polisi?

Kelebihan lain dari
bukuiniadalah

penulis menjabarkan
pembahasandengan
bahasadan narasiyang
mudah dipahamioleh
pembaca. Sehingga
membaca bukuiniterasa
tidak membosankan
walaupun pada bab awal
diisidengan banyak
teori. Dipenghujung
pembahasan tiap babjuga
disertai kesimpulan akan
isibab sehingga pembaca
dapat mengingat kembali
akan pembahasan dibab
tersebut.

Bukuinisangat cocok
bagimerekayang
tertarik untuk mengulik
fenomena media sosial
ataupun pembaca
biasa. Perkembangan
media sosial yang sulit
dibendung tentunya
membuat kita tidak bisa
lepas darifenomena
tersebut.

Buku inimenjadi
semacam rambu agar
pembaca tidak terlena
danmenjadikorban
media sosial. Bukuini
menjadi sangat penting
karena buku yang khusus
membahas tentang media
sosial secaralengkap dari
berbagaisisidilndonesia
sangatjarang.

www.komisiyudisial.go.id
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Komentar Hakim
di Media Sosial
Rentan Melanggar
Kode Etik

Hakim diimbau
menahan diri untuk
tidak memposting
pendapat atau komentar
atas putusannya atau
putusan hakimlain
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ahkan, hakimjuga
diimbau dalam
memberikan

pendapatjangan
sampai disebarkan
dimedia sosial.

Selain menyebabkan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH), juga
Undang-Undang

Perkembangan media sosial
sudah memasuki semua
ruang-ruang kehidupan, tak
terkecuali lembaga peradilan.
Untuk menyikapinya, hakim
diimbau menahan diri

untuk tidak memposting
pendapat atau komentar atas

putusannya atau putusan
hakim lain. Ungkapan
kekesalan, ketidaksetujuan,

ketidakcocokan dan sebagainya

tanpa disadari bisa mengarah

pada KEPPH.

Informasi Transaksi
Elektronik (ITE).

Komisi Yudisial (KY) dan
Mahkamah Agung (MA)
akanrutinmenggelar
forum penerapan
KEPPH dalam bermedia

sosial. Halini untuk
mengedepankan
pencegahanbagipara
hakim agar tidak terjebak
dalam pelanggaran
KEPPH. Selainitu,
forum-forum semacam
inijuga efektif menjalin
komunikasiantaraKY,
MA, dan Badan Pengawas
(BAWAS) MA.

Kehadiran piranti

media sosial di tengah
masyarakat adalah
sebuah keniscayaan.
Tinggal bagaimana hakim
danlembaga peradilan
menyikapi semakin
terbukanyainformasi
akibat pertumbuhan
media sosial tersebut.

Karena sejak
berkembangnya
komunikasiinteraktif
melalui media sosial,
tidak adalagiyangbisa
ditutup-tutupi. Semua
yang dulunya bisa
tersembunyikinidengan
cepat dapat diakses publik
melalui pesan berantai
baik melalui WhatsApp,
twitter, instagram dan
berbagai media sosial
lainnya.

Nyaris tiap hariberbagai
isu kehidupan dibahas
dalam dunia maya. Jika
temaitu menarik dan
terkadang muncul kritik
sosial atau peristiwa yang
unik, maka akan menjadi
trending topic dan
menyebar kemana-mana

dengan sebutan viral. Dan
terkadangjuga subjek
media sosial menjadi
korban bully atau cacian.

Beragam komentar mulai
daripujian, sorotan,
kritikan hingga cacian,
entah itu menanggapi
suatu fenomena atau
menyoal tingkah

polah seseorang, kini
tersalurkan melalui media
sosial. Pejabat publik
adalah objek yang paling
sering mendapat sorotan
bahkan cacian dan bully
darinetizen.

Dunia peradilandan
profesihakim pun tak
luput dari pantauan dan
sorotan pelaku media
sosial. Tak jarang pelaku
media sosial mengunggah
temuan, data, komentar
danvideo yang
berhubungan dengan
perilaku hakim dan
suasanasidang peradilan
yangdianggapnya
janggal.

Salah satu contoh hakim
yang pernah menjadi
korban kritikan netizendi
media sosial adalah hakim
yang pernah menjadi
bulan-bulanan dimedia
sosial karena putusannya
menolak gugatan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
terhadap PT BumiMekar
Hijau (BMH) dalam kasus

www.komisiyudisial.go.id
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pembakaran hutandan
lahan di Sumatera Selatan.

Menurutnya, seluruh
gugatan yang dialamatkan
KLHK pada PT Bumi
Mekar Hijau tidak terbukti,
baik berupa kerugiandan
kerusakan hayati. Dan
pihak tergugat telah ikut
turut menyediakan sarana
pemadam kebakaran
dalamlingkungan
perkebunan miliknya.

Namun, netizen
mempertanyakan putusan
yang dianggap tidak adil
karena membebaskan
pelaku pembakaran hutan.
Terlebih saat alasan hakim
membebaskan terdakwa
dengan alasan membakar
hutanitu tidak merusak
lingkungan karena masih
bisa ditanamilagi. Ucapan
ini kemudian dijadikan
“‘meme” oleh sejumlah
netizen dan diupload

ke media sosial sebagai
bentuk kritikan terhadap
hakim tersebut.

Masifnya tekanan

opini publik melalui
media sosial yang

sering ditakutkanjuga
dialamimajelis hakim
yang mengadili kasus
penistaan agamadengan
terdakwa Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama. Majelis hakim
memutuskan Basuki
Tjahaja Purnamadengan
duatahun penjara.
Putusaninilangsung
ditanggapi beragam dari

www.komisiyudisial.go.id

publik melalui media
sosial.

KY sejak awal telah
mengimbau majelis
hakim yang menangani
kasus penodaanagama
untuk tidak terpengaruh
isuyang berkembang
dimediamassadan
media sosial. Halitu guna
menjaga independensi
hakim dalam memutus
perkara.

“Lebih bijak dan selektif
dalam membaca berita
dan media sosial, yang
berpotensimembuat
hakim terpengaruh dan
merasadiintervensi,” ujar
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
LayananInformasi

KY Farid Wajdi sesaat
sebelum hakim memutus
kasus penistaanagama
tersebut.

Menurut Juru Bicara

KY ini,kemerdekaan
danindependensi

hakim diperlukan untuk
menjaminimparsialitas
dankeadilan dalam
memutus perkara. Hakim
harusindependen dan
tidak berpihak pada
siapapun.

“Profesihakim adalah
profesiyang mulia, wakil
Tuhan.Hakim harus
memilihjalan sunyi, dan
tak boleh terpengaruh
opiniapalagiopiniyang
disebar di media sosial,”
kataFarid.

T ISTISIA

“Lebih bijak
dan selektif dalam
membaca berita dan

media sosial, yang
berpotensi membuat

hakim terpengaruh dan
merasa diintervensi”

Hakim, lanjutnya, diberi
kebebasan dalam
memutuskan perkara

dan sudah dilindungi

oleh undang-undang.
Dalam memberikan
putusan, hakim tidak
boleh terpengaruh dengan
opini siapapun termasuk
masifnya “serangan” opini
darimedia sosial.

Bagaimanapun hakim
adalah manusiayang
tidak bisa lepas darirasa
takut ketika diintervensi
dan diintimidasi. Sehingga
hakim sepatutnya
menghindaripolemik
tentang proses hukum
oleh berbagai pihak diluar
ruang persidangan.

“Jika para pakar hukum
diluar sidang lebih ahli
atau berdebat diruang
publik, disadari atau tidak,
martabat pengadilan

atau hakim terdegradasi
karena ketidakpercayaan

SEPTEMBER 2016

publik,” jelas mantan
Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utaraini.

Lebih lanjut, media sosial
seringkali dimanfaatkan
sebagaimedia untuk
menyebarkan ujaran
kebencian dan mengkritik
ketidakadilan dan
ketidakpuasan publik
terhadap penguasa.

Pada akhirnya, media
sosial seringkali menjadi
“pengadilan”oleh “hakim”
yang tanpa pendidikan
dantanpa persidangan.
Hakim-hakim tersebut
adalah masyarakat
duniamaya atau netizen
yang latah memberikan
komentar tanpa dasar dan
cenderung menghakimi
seseorangataulembaga
dengan tuduhan bersalah.
Sering pula ujaranbernada
provokatif tersebut karena

EDISI
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penyebaraninformasi
hoax, fitnah dan palsu.

Menyikapi “pengadilan”
hakim tanpa pendidikan
hukum diranah media
sosial, KY meminta
masyarakat dunia
maya menghargai
putusan hakim dan
jangan menyebar fitnah
dankesimpulan yang
menyesatkan dimedia
sosial.

Putusan hakim adalah
mahkota hakim yang
harusdihargai. Bila
adamasyarakat yang
berkomentar negatif dan
cenderung merendahkan
kehormatan dankeluhuran
martabat hakim dimedia
sosial, KY bertanggung
jawab untuk mengambil
langkah hukum dan/ atau
langkah lain terhadap
orang perseorangan,
kelompok orang, atau
badan hukumyang
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim.

Selainitu, putusan
hakim juga tidak boleh
dikomentarioleh hakim
itu sendiriatau sesama
hakim.Dalam KEPPH,
hakim tidak boleh
memberiketerangan

atau pendapat mengenai
substansi suatu perkara di
luar proses persidangan
pengadilan, baik terhadap
yangdiperiksa atau
diputusnyamaupun
perkara lain.

Farid mempertegas,
seringkali pemilik akun
memanfaatkan media
sosial untuk menyoroti
danmengkritisikinerja
danmenghakimiseorang
hakim melalui komentar
yang tak sesuai fakta.

“Media sosial adalah
etalase dan wajah
pemegang akun. Jadi
tidak bisa dipisahkan
antar kehidupan nyata
dankehidupan maya.
Karena dalam sisi hukum
pun, kegiatan dunia
maya itu bisa dimintakan

pertanggungjawaban
secara hukum. Oleh
keranaitu, perilaku hakim
harus dalamranah etika,”
katanya kepada Majalah
Komisi Yudisial.

Bagaimana pandangan
publik terhadap hakim di
media sosial? Menurut
Farid,ada semacam
kecenderungan lembaga
formal atau lembaga
publik tidak memiliki
kemampuan akses
informasi.

“KY melihat persepsikita
tidak minusintegritas
dalam persepsinya
terhadap hakim, namun
banyakjuga hakim yang
tidak menunjukkan bahwa
dia berintegritas dalam
bersosial media,” katanya.

‘Farid mempertegas, seringkali pemilik

akun memanfaatkan media sosial untuk

menyoroti dan mengkritisi kinerja dan o's"
menghakimiseorang hakim melalui

komentar yang tak sesuai fakta”
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Farid menilai etika dalam
bermedia sosial harus
diperbaiki. Halini terkait
etika publik maupun
kemampuandalam
mengkonversiperilaku
nyata ke dalam dunia
maya.

“Karenatidak adadua
kepribadian. Banyak yang
mengabaikan etika dalam
bermedia sosialdanitu
tidak ada edukasikhusus
terhadap halitu,” tuturnya.

Faridjugajuga
berpesan, hakim harus
membatasi diri. Bahkan,
jangan pernah upload
perkara-perkarayang
sedangditangani.

“Karenaselamaini
para hakim belum

Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi KY

www.komisiyudisial.go.id
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Urbanisasi
Pengamat hukum digital

mendapatkan
pembelajaran tentang
etika publik sehingga
kadang merekaalergi
terhadap media, termasuk
media sosial bahkan
media online sekalipun,”
lanjutnya.

Padahal, menurut
Farid, media sosial bisa
dimanfaatkan untuk hal
yang lebih positif. Untuk
kecepataninformasi
misalnya. Jadiintinya
harus ada manajemen
pengelolaaninformasi
lewat media sosial.

Ini penting terutama
bagi hakimkarena setiap
perbuatan mereka akan
berimplikasi ke ranah
non peradilan atauranah
sosial.

www.komisiyudisial.go.id

“Bagisaya, dengan
media sosial kita akan
banyak kenaldengan
orangbanyak, seperti
mahasiswa, teman
sejawat, hakim, dan
sebagainya. Saya menjaga
dengan membuat
statusyangamandi
facebook. Kita harus
memiliki sikap selektif
ketika mengupload,
membuat status karena
setiap apa yang keluar
dalam statuskita
dipertanggungjawabkan
dunia akhirat,” katanya
memberisaran.

Jangan semuayang
dipikirkan dituliskan
dalam status. Pertama,
karena ada efek yang tidak
dapat dihapus. Kedua
adalah pertimbangan

baik buruknya sebelum
membuat status. Ketiga
adalah pertimbangkan
bahwaituadalan cerminan
darisi pembuat status.

Farid menyarankan bagi
hakim dalam bermedia
sosial, sekecilapapunyang
ditulis akan dimintakan
pertangunggan jawab.

“Untukitu, pertimbangkan
baik buruknya dan tidak
ada perilaku ganda baik
didunianyata maupun
duniamaya. Dandalam
perspektifagama,
gunakanlah sebagai
media dakwah dan
pembelajaran,” ujarnya.

Pengamat hukum digital
Urbanisasimengatakan,
media sosial memicu era
keterbukaan informasi
demikian masif, tidak ada
yang bisa ditutup-tutupi.
Kejanggalan sebuah
perkaraatau putusan
hukumnunjauhdi
peradilan daerah bisa
dengan cepat diketahui
seluruh publik termasuk
Jakartamelalui
penyebaraninformasi.
Melaluimedia sosial yang
disebar dandiviralkan.

Dampak positifnya,
keberadaan media
sosial akan menjadialat
kontroluntuk membuka
ketidakadilanyang
ditutup-tutupidengan
cepatdantransparan.
Namun dampak
negatifnyajauh lebih
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membahayakan. Karena
pengguna media sosial
sering kebablasan
memanfaatkan media
sosial untuk “menghakimi”
seseorang pejabat publik
denganinformasibohong
atau hoax. Isu atau bahkan
fitnah di sebarkan secara
masif tanpa bisa dicegah.

“Seorang hakimyang
telah menggunakan

sikap profesionalitasnya
pun sering menjadi
bulan-bulan media sosial
dengandi-bully netizen.
Padahal faktanya tidak
sepertiitu,iniyang sangat
memprihatinkan,” kata
Doktor alumniUniversitas
Hasanuddin Makassar ini.

Menurut Urbanisasi, hakim
harus pandai-pandai
dalam membacadan
menanggapi postingan
media sosial. “Jangan
pernah terpancing untuk
melakukan perdebatan,
biarkanlah mereka
menebar pendapat atau
informasiyang terkadang
tidak sesuaifakta, karena
memang kita tidak bisa
mencegah atau membatasi
orang untuk memposting
kata-kata, kecualiujaran
itusudah mengarah

pada pencemaran

nama baik, SARA atau
mengadu domba maka
bisadiadukan ke aparat
kepolisian,” pungkas staf
pengajar Magister Hukum
Universitas Tarumanegara
ini. [
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Penghubung
Semarakkan

enap sudah
Komisi Yudisial
(KY) memasuki

usia ke-12 tahun. Sebuah
perayaan sederhana
dilaksanakan dalam
bentuk penyampaian
pidato KetuaKY dalam
peringatan HariUlang
TahunKY ke-12 bertema
Kerja Bersama untuk
Peradilan Bersih, Rabu
(23/8) di AuditoriumKY,
Jakarta.

Sesuaidengantema
ulangtahunKY KetuaKY
AidulFitriciada Azhari
pada kesempatanitu
mengajak seluruh elemen
masyarakat untuk bekerja
bersama mewujudkan
peradilan bersih.

“Melaluimomentum
perayaan yangsederhana
pada hariini,saya

Peringatan HUT KY oleh
PKY Riau

‘Semarak perayaan HUT KY ke-72tidak hanya |

dirasakan diJakarta. Di kantor-kantor Pernghubung |

KY yang tersebar di beberapa wilayah, _séma_ngat

perayaan ulang tahunjuga menggelora.”

mengajak semua,
terkhusus kepada seluruh
warga KY untuk bekerja
bersama untuk peradilan
yang bersih,” ujar Aidul.

Lebih lanjut, Guru
Besar Ilmu Hukum
Bidang Hukum
KonstitusiUniversitas
Muhammadiyah
Surakartainiberpesan
kepada seluruh warga
KY.Pertama, terus
bekerja dengan baik dan
penuh tanggungjawab

o EDISI
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demiketangguhandan
kejayaanKY.Kedua,
dalam melaksanakan
tugas-tugas kelembagaan,
seluruh wargaKY

harus menunjukkan
kebersamaandan
kekompakan, sejak unsur
pimpinan hingga ke
pegawaiterendah, karena
KY secarakelembagaan
tidak akan mampu bekerja
secara efisien, efektif dan
akuntabel tanpakerjasama
dan kekompakan dari
seluruh unsur yang berada

didalamnya.

Ketiga, sebagaisalah satu
lembaganegarayang
mandiriatauindependen,
maka KY harus percaya
padakemampuandiri
sendiridalam menentukan
agenda-agendaKY, tanpa
terpengaruh oleh berbagai
intervensidariluar.

“Untukitu, seluruh
pegawaidilingkungan
KY harus berkemauan
untuk meningkatkan
kapasitas diriagar

www.komisiyudisial.go.id
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Sardere Searpicsd
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mampu meningkatkan
kinerja dalam memenuhi
tugas-tugasyang
dibebankan oleh

konstitusi.KY harus :
menjadisalah satu bagian :
penting dan strategis :
dalammembangun negara:
yang efektif sehingga
mampu hadir melayani -
kepentinganrakyatdalam -
memenuhikebutuhan
akan peradilanyang
bersih,independen dan
bertanggungjawab,”
pungkas Aidul.

www.komisiyudisial.go.id

Semarak Perayaan
Ulang TahunKY di
Daerah

Suasanasukacita
menyambut ulang tahun
KY ke-12 tidak hanya
adadiJakarta.Namun,
penghubungKY yang
tersebar dibeberapa
daerahjugamelakukanhal
serupadenganbermacam
kegiatan. “Kamiingin
mengajak masyarakat di
seluruhIndonesia untuk
turut sertamerayakan
ulang tahunKY yang
ke-12. Jadi, perayaan tidak
hanya adadiJakarta tapi
jugamelibatkan seluruh
PenghubungKY di
daerah-daerah,” ujar Plt
Biro UmumKY Roejito.

Dengankegiatan yang
terbilang sederhana,
para PenghubungKY
iniingin mengajak
masyarakat bekerja
bersamamewujudkan

peradilanbersih. Misalnya,
PenghubungKY wilayah
JawaTengahyang
menggelar diskusidengan
tema “Refleksi12 tahun
Komisi Yudisial: Dinamika
HubunganKY dan MA
dalam PengawasanHakim”,
Jumat (18/8) dikantor
PenghubungKY Jawa
Tengah, Semarang. Selain
itu, juga dilaksanakan
Karnaval Peradilan Bersih.

“Acarainisekaligus untuk
HUT Penghubung Komisi
Yudisial Jawa Tengah yang
ke-4.Rangkaian kegiatan
iniadalahrasasyukur atas
lahirnyalembaga Komisi
Yudisial dalam mengawal
peradilandilndonesia.
Meski masih berusia12
tahun, Komisi Yudisial terus
berupaya memberikan
terbaik kepadabangsadan
Negara dalammengawal
peradilanbersihmenuju
peradilanyangagung,
profesionaldan berkeadilan

GAUNG
DAERAH

bersama denganlembaga
terkait lainnya,” papar Plt
Koordinator Penghubung
KY wilayah Jawa Tengah
FeriFernandes.

SementaradiJawa Timur
(Jatim), Penghubung

KY wilayah Jawa Timur
menggelar sarasehan
bertema “Kerja Bersama
Untuk Peradilan Bersih”,
“Tujuanacaratersebut
adalah sebagaisarana
refleksidiri para petugas
PenghubungKY Jawa
Timur. Selain itu untuk
meningkatkan silaturahmi
dengan SahabatKY
Jatim,” kata Koordinator
PenghubungKY Jatim
Dizar Al-Farizi.

Kegiatanserupajuga
dilaksanakan oleh
PenghubungKY Sumatera
Selatan melaluidiskusi
“Peradilanbersih tanpa
Korupsi,Mungkinkah?”
denganjejaringKY di

2 | KowsiY
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DAERAH

Palembang, Jumat (25/8).
Sasarankegiataniniadalah
jejaring KY, khususnya
mahasiswa yang terdiri
dariBEM Fakultas Hukum
se-Makassar,Kelompok-
Kelompok Mahasiswa dan
Pers Mahasiswa.

Kegiatan yangberbeda
dalamrangkaian
peringatan ulang tahun
KY ke-12 dilakukan oleh
PenghubungKY wilayah
Sulawesi Selatan melalui
nonton bareng, diskusi
“Perkokoh Persatuan &
Kesatuan BangsaIndonesia
demi terwujudnya
Peradilan yangbersih”
dankonsolidasiJejaring
PenghubungaKY Sulsel,
Rabu (23/8) dikantor
PenghubungKY Sulsel,
Makassar.

Ucapan syukur atas

ulang tahunKY juga
dilakukan Penghubung KY
wilayah Nusa Tenggara
Timur (NTT).Dengan

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

mengundang beberapa
jejaring sepertiLBH APIK
NTT,PMKRICabang
Kupang, GMNI Cabang
Kupang, GMKICabang
Kupang, dan sejumlah
mahasiswa, perayaan
silaturahmi, Rabu (23/8)
dikantor Penghubung

KY NTT, Kupangberjalan
meriah. Dalamdiskusiitu,
selain ucapan selamat dan
dukungan bagiKY Rluntuk
tetap semangat, mereka
berharapagarKY lebih
mengefektifkan jejaringdi
daerahuntuk mengawasi
peradilandidaerah.

Sementara Penghubung
KY wilayah Kalimatan
Barat menggelar diskusi
“AsaSusastraterhadap
Keadilan",Rabu (23/8),di
kantor PenghubungKY
Kalbar, Pontianak. Hadir
sebagainarasumber dalam
acarainiadalah Peneliti
BalaiBahasaKalimantan
Barat Musfeptial dan
Sastrawan Pradono.

e EDISI
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“Tujuanacarainiadalah
untuk meningkatkan
peran sastradalamupaya
menegakkan hukum yang

adildan bersih dilndonesia,

khususnyadiKalimantan
Barat. Selainitu, untuk
menggugah semangat
kebangsaandalam
muatankaryasastra,” urai
Koordinator Penghubung

KY Kalbar Budi Darmawan.

Selaindiskusi, kegiatanini
jugadiisioleh pembacaan
puisidan cerpenyang
bertemakan perjuangan
dan penegakkan hukum.

Berbeda dengan kegiatan
diatas, PenghubungKY
wilayah Riau menggelar
jalan santaidalamrangka
memeriahkan HUT Komisi
Yudisial ke-12,Minggu
(13/8) di Jalan Diponegoro
sampaike TuguKerisdi
jalan Panitura, Pekanbaru.
Sambil membawa
spanduk tentang KY, para
penghubungKY wilayah

Peringatan HUT KY oleh
PKY Jatim

Riaujuga membagikan
bahan-bahan publikasi
untuk melakukan
sosialisasiwewenang
dantugasKY.“Selain
memeriahkan HUT KY
ke-12 tahun, kamijugaterus
memberikan informasi
kepadamasyarakat
terkaitdengan keberaaan
PenghubungKY Riau,” jelas
Koordinator Penghubung
KY Riau Hotman Parulian
Siahaan.

Perayaan ulangtahun

KY ke-12 inimemang
untuk lebih mendekatkan
kepada masyarakat sekitar.
Sepertiyangdilakukan
PenghubungKY wilayah
Kalimantan Timur kepada
penduduk dilingkungan
kantor PenghubungKY
Kaltim. “Acararamah
tamah dan sosialisasiHUT
KY iniagar masyarakat di
sekitar lingkungan kantor
Penghubung mengenal
KY.Karenabanyak
sekalimasyarakat yang
belumkenal, padahal
kantor penghubungKY
berada dekat disekitar
tempat tinggal mereka,”
pungkas Plt Koordinator
PenghubungKY Kaltim
Halimah AlUmniyah.

Diharapkan melalui
rangkaian kegiatan
perayaan ulang tahun
KY ke-12,dukungan
masyarakat terhadap
KY semakin meningkat
sehingga cita-cita
mewujudkan peradilan
bersih dapat terwujud.[M
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Makna Transendensi Demi
Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa

Farid Wajdi

Umar bin Khattab kepada Musa Al-Asyari, “Samaratakanlah
manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam
putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan
penyelewenganmu, dan orang lemah tidak putus asa
mendambakan keadilanmu”.

“Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya
danjangan merugikan seseorang (Unicuique Suum Tribuere,
Neminem Laedere)”

EDISI
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ilndonesia,
sudah ditetapkan
setiap putusan

pengadilan didahului
kalimatirah-irah
berjudul, “DemiKeadilan
Berdasarkan Ketuhanan
YangMahaEsa".
Ketentuan demikian,
berlaku untuk semua
lingkungan peradilan.
Landasan yuridisnya
adalah Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman,
“Peradilan dilakukan Demi
Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Kalimat tersebut
adalahroh atau turunan
Pasal 29 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945).

Sejalandenganitu,
Pasal 197 ayat (1) suba
Undang-Undang Nomor
8 Tahun1981tentang
Hukum Acara Pidana
menyebutkan “Kepala
putusan yang dituliskan
berbunyi‘DemiKeadilan
Berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa’. Patut
diperhatikan, Pasal 197
ayat (2) menyatakan
tidak terpenuhinya
ketentuan dalam ayat (1)
mengakibatkan putusan
Batal DemiHukum. Jika
itu terjadi, bermakna
eksistensidariputusan
pengadilanitu tidak diakui
keabsahannya.

Selainitu, menurut
M. YahyaHarahap

EDISI
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(2007) khusus hakim
dilingkungan peradilan
agama memiliki ciri
ikatan batiniah dalam
putusannya. Ciri tersebut
diberilabeljelas dan
tegas berdasarkan
ketauhidan Islam dengan
caramencantumkan,

“Bismillahirrahmanirrahim”

(Dengan Nama Allah yang
Maha Pengasih LagiMaha
Penyayang). Kalimat
Basmalah mendahului
irah-irah, “DemiKeadilan
Berdasarkan Ketuhanan
YangMahaEsa".

Urgensidariketentuan
itu adalah semua
putusan hakim bakal
dipertanggungjawabkan
dihadapan Allah SWT.
Menurut Wahyudi
Kurniawan (2017), kalimat
itu adalah pedoman
utama bagi hakim dalam
mengambil setiap
tindakan keputusan atau
perbuatan menjatuhkan
putusan senantiasa
dilandasiniatan

menegakkan keadilan (QS.

Al-Ma’'idah, 5: 5-8).

Dengan demikian, makna
kalimat tersebut haruslah
benar-benar menjadi
pedoman dan dasar setiap
hakim dalam mengambil
keputusan sebuah
perkarayangditangani.
ltulah yang disebut
akuntabilitas. Membuat
putusan tentu tidak hanya
dipertanggungjawabkan
kepada pimpinan
atauatasansaja,
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melainkan harus mampu
dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
umum, agama, dan tentu
sajakepada Tuhan Yang
Maha Esa. Hakim sebagai
aktor utama dilembaga
peradilan harus mampu
membuat keputusan
pengadilanyang
seadil-adilnya.

Wakil Tuhandan
Ladanglbadah

BagiST. Zubaidah (2017)
profesi sang pengadil
(hakim) adalah profesi
yang mulia (officium
nobile). Kemuliaan posisi
hakim dalam proses
peradilan tentu sangat
dibutuhkan. Oleh karena
itu, seorang hakim harus
memiliki integritas tinggi,
loyalitas, dan tingkat
keimanan yang tinggi
pula.

Hakimjuga harus
memiliki kepribadian
yang arif bijaksana dan
tidak tercela, jujur, adil,
profesional, memiliki atau
ahlidalam bidang hukum,
karena semua keputusan
hakim pasti membawa
pelbagaiakibat atau
konsekuensiyang tidak
ringan.

Malahan, hakim
dikategorikan pula
sebagaiprofesiyang
paling beruntung, karena
memiliki kekuasaan

yang menentukan nasib
seseorang sehingga tidak

heran hakim disebut
sebagai ‘wakil Tuhan’di
muka bumi.

Disebut wakil Tuhan,
kata Farid Wajdi (2017),
karena hakim sebagai
aktor utamalembaga
peradilan, posisidan
peran hakim sangat
penting, terlebih dengan
segala kewenangan
yang dimilikinya. Melalui
putusannya, seorang
hakim dapat mengalihkan
hak kepemilikan
seseorang, mencabut
kebebasan warga
negara, menyatakan
tidak sah tindakan
sewenang-wenang
pemerintah terhadap
masyarakat, sampai
dengan memerintahkan
penghilangan hak hidup
seseorang.

Titik kulminasi dari

sikap hakim dalam
penguasaan hukumitu
adalah mahkota hakim.
Mahkota itu memantul
pada putusan hakim yang
benar, jujur, adil, mumpuni
dan sempurna, dibawah
kalimat “DemiKeadilan...”

Menurut pandangan

ST. Zubaidah (2017)
untuk menguijihal
tersebut paling tidak ada
4 (empat) parameter
dasar pertanyaan (the
four way test), yaitu:
sudah benarkah putusan
tersebut?, sudah jujurkah
dalam mengambil
putusan tersebut?, sudah

www.komisiyudisial.go.id



adilkah putusan tersebut?,

dan bermanfaatkah
putusan tersebut?

Bismar Siregar (2015)
memandang eksistensi
rumusanirah-irah

itu sangat asasidan
berfungsi sebagai
sumpah. Beliau
berpandangan, “Kalau
demikian, apakah kalimat
‘Demi Keadilan'itu

juga kalimat sumpah?
Menurut hemat saya,
benar! Sumpah para
hakim bahwa keadilan
yang diucapkan
mengatasnamakan
Tuhan kecualimenjadikan
iawakil Tuhan, juga
sekaligusia bertindak dan
berbuat dan bersumpah
atasnama Tuhan.”

Sulistyowatilrianto,

dkk (2017) mengatakan,
makna transendensi
kalimat itu bukan sekadar
slogan kosong. Tidak
hanya sekadar pelengkap
putusan hakim belaka.
Hakim harus menghayati
prinsip transendensi yang
melekat atas profesinya.

Nilai transendensi profesi
hakim bertaut kelindan
dengan memakna
profesinya sebagai
ladangibadah. Disebut
ladangibadahkarena
telah menghayati prinsip
transendensiitu sebagai
filosofi dasar yang
sejalan dengan keyakinan
relijiusnya.

www.komisiyudisial.go.id

Dengan demikian,
menurut Robertus Salu
(2016) “demi” harus
dimaknai sebagai

kata sumpah bahwa
semua yangdiucapkan
untuk dikerjakanitu
mempunyai nilai tidak
hanya bersifat lahiriah
tetapijuga batiniah.
Justrunilaibatiniah lebih
menentukan.

Pencantuman kalimat
tersebut tentu tidak hanya
formalitas belaka namun
menjadidasar filosofis
dalam setiap pengambilan
keputusan.

Bismar Siregar
mengungkapkan, kalimat
irah-irahituselain
sebagaisumpahjuga
bermakna sebagaidoa
bagi seorang hakim. “Ya
Tuhan, atas nama-Mu-lah
saya ucapkan putusan
ini”. Jika benar demikian,
hakimjauh dariberbuat
kekeliruan dalam memberi
putusan, sengajaatau
tidak, apalagiyang sangat
meresahkan masyarakat.

I[rah-irahitu pula,

tulis Bismar, yang
membedakan peradilan
dilndonesiadengan
peradilan negara

lain. Dilndonesia

wajib hukumnya
menyelenggarakan
peradilandengan
membawa nama Tuhan.
Dinegara lain mungkin
sebaliknya.

Dinamikalrah-irah
Kepala Putusan
Hakim

Dalam lintasan sejarah
hukum dan peradilan
dilndonesia, kalimat
irah-irah itu mengalami
dinamika sesuai situasi
yang berkembang. Bismar
Siregar (1983), mencatat
pengadilan pernah
menggunakan kepala
putusan ‘Atas Nama Ratu/
Raja’,'‘Atas Nama Negara),
‘Atas Nama Keadilan’,dan
terakhir ‘DemiKeadilan
Berdasarkan Ketuhanan
YangMahaEsa’.

Senadadenganitu,
Sudikno Mertokusumo
(1971) menjelaskan
Indonesia pernah
menggunakanirah-irah
‘Atas Nama Keadilan' (In
naam der Gerechtigheid).
Semula, merujuk pada
putusan peradilan Belanda
yangdipakaiadalah‘In
naam der Koningin’, atas
nama Kerajaan.

la melanjutkan, bahwa
kata ‘demi’ dalam
irah-irahituberarti
‘untuk kepentingan’. Oleh
karenaitu, frasa ‘untuk
kepentingan’lebih tepat
daripada ‘atas nama,
karena tujuan peradilan
adalah untuk mencapai
keadilan. Dengan kata lain,
peradilanitu sendiri tidak
dilaksanakan ‘atasnama
keadilan', seakan-akan
keadilan mewakilkan
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ataumenguasakan
salah satu badan untuk
melaksanakan peradilan.

Bagi Bismar Siregar,
kalimat yang dipakai
dalamirah-irah
menunjukkan kepada
siapa putusan hakim
pertama-tama
dipertanggungjawabkan.
Jika‘Atas Nama Keadilan’
mengandungartikepada
keadilanlah putusan
dipertanggungjawabkan.
Jika‘Atas Nama Tuhan),
maka kepada Tuhan-lah
pertanggungjawaban
hakim pertama-tama
ditujukan.

‘Atas nama’, menurut
Bismar Siregar bermakna,
membawa kewajiban dan
tanggungjawab yang
besar sekali. Apalagi kalau
nama Tuhan yang dibawa,
maka tanggung jawab
moralnya sangat besar.

Berkenaan denganini,
Bismar Siregar dalam
www.hukumonline.

com berpesan sekaligus
memanjatkan do'a kepada
para hakim Indonesia.
“Kepada parahakimyang
kedudukannya sebagai
wakil Tuhan, semoga
semakin sadar tentang
tanggungjawabnya
kepada Tuhan. Berat
tugasnya, namun luhur
danagung kedudukannya.
Insya Allah, kita selalu
mendapat berkah dan
ridha-Nya".
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Konsekuensilogis kepala
putusan yang berbunyi
‘Atas Nama Tuhan’dalam
catatan ST. Zubaidah
(2017), yaitu seorang
hakim dalam memutus
perkara:

1. Tidak hanyabersandar
padaketentuan
normatif saja, tapi
juga harus sesuai
dengan hatinuraninya
berlandasakan
ketuhanan (tauhid
ilahiah).

2. Selainbersandar pada
norma tertulis, juga
bertitik tolak pada
norma hukumyang
hidup, yang tumbuh
danberkembang,
sesuaidan sejalan
denganrasa keadilan
masyarakat.

3. Dapatdanmampu
mempertanggungjawab
kan putusannya
kepada Sang Pencipta,
yaitu Tuhan yang Maha
Esa.

4. Seoranghakim sebagai
penegak keadilan
merupakan kebutuhan
pokok batiniah/rohani
setiap orangdan
merupakan perekat
hubungan sosial dalam
bermasyarakat dan
bernegara.

Konsepsi filosofi yang
demikian membingkai
perilaku bahwa hakim
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dalam mengadili suatu
perkaradalam halini
mestiberpedoman

dan berdasarkan pada
hukum, baik hukum
tertulis maupun hukum
tidak tertulis. Penjelasan
umum UU Nomor 14
Tahun 1970 memberi
makna ditetapkan syarat
batiniah kepada para
hakim dalam menjalankan
keadilan sebagai suatu
pertanggungjawaban
yang lebih berat dan
mendalam dalam
menginsyafkan
kepadanya, bahwa karena
sumpah jabatannyadia
tidak hanya bertanggung
jawab kepada hukum,
kepada diri sendiridan
kepada rakyat, tetapilebih
dariituharus bertanggung
jawab kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Mestidipahami, hakim
dalam mengadili

sesuatu perkara selalu
berpedoman/berdasarkan
kepada hukum, namun
pertanggungjawaban
akhir dariputusannyaitu
diserahkankepada “Sang
Maha Gaib”.

Nilai Keadilan

Hukum harus difungsikan
sebagaialat perlindungan
bagi kepentingan manusia
dan kemanusiaan. Oleh
sebabitu, hukum harus
dilaksanakan. Dalam
penegakan hukum ada
tiga unsur yang selalu
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harus diperhatikan, yaitu
keadilan (gerechtigkeit),
kepastian hukum
(rechtsicherheit)
dankemanfaatan
(zwechtmassigkeit).

Hukum harus
dilaksanakandan
ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat
ditetapkannya hukum
dalamhal terjadinya
peristiwa yang konkret.
Bagaimanahukumnya
itulah yang harus berlaku;
pada dasarnya tidak
dibolehkan menyimpang:
fiatjustitia et pereat
mundus (meskipun langit
akan runtuh, hukum harus
ditegakkan). ltulah berarti
yangdiinginkan oleh
kepastian hukum.

Hukum adalah untuk
manusia. Pelaksanaan
hukum atau penegakan
hukum haruslah memberi
manfaat atau kegunaan
bagi masyarakat.

Harus dihindariketika
hukumnya dilaksanakan
atau ditegakkan malah
timbul keresahan

atau ketidakadilan di
dalam masyarakat.

Jadi, pelaksanaan atau
penegakan hukum,
keadilan diperhatikan.

Jika terjadi pertentangan
antara kepastian hukum
dannilai keadilan,

nilai keadilan harus
didahulukan daripada
kepastian hukum. Nilai

keadilan adalah tujuan
hukum paling utama,
sementara kepastian
hukum adalah sarana
mewujudkan keadilan
itu (Antonius Sudirman,
2007).

Tugas utama hakim
adalah menegakkan
keadilan, bukan kepastian
hukum. Apalagi pekerjaan
hakim berintikan keadilan
(K. Wantjik Saleh, 1977).
Apalagihukum tanpa
keadilan akan sia-sia (M.
Agus Santoso, 2012)

Penegakan hukum harus
memastikan nilai keadilan
terwujud. “...dan apabila
menetapkan hukum
supaya kamu menetapkan
denganadil’,dan"...jadilah
kamu orang-orangyang
benar-benar penegak
keadilan..”. (QS. An-Nisa,
4:58dan135).

Makna transendensiitu
melekat padaintegritas
dan perilaku penyandang
profesihukum. Eko Jalu
Santoso (2017) mencatat
dengan baik: “Pribadi
yang memilikiintegritas
hanyalah menginginkan
tepukan halus malaikat di
pundak kanannya, bukan
darimanusialainnya.
Karenaiamenyadari
bahwa para malaikat dan
Tuhan selalu menjadi
pengawasnya.”

Wallahu ‘alam bi shawab.
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Garis Batas Teknis

Yudisial dan
Perilaku Hakim

Analis Komisi
Yudisial

ersoalan terbesar
Pterhadap

pengawasan dan
penegakan etik hakim
adalah perbedaan tafsir
antara Komisi Yudisial
(KY) dan Mahkamah
Agung (MA) terkait garis
batas teknis yudisial
dan perilaku hakim.
Jika ditelisik lebih jauh,
awal mula persoalanini
muncul bukan pada satu
tahun belakanganini,
melainkan ketika adanya
putusan MA Nomor:
36P/HUM/2011dalam
perkara Permohonan Hak
Uji Materiil Keputusan
Bersama Ketua MA dan
Ketua KY Nomor: 047/
KMA/SKB/IV/2009 dan
Nomor: 02/SKB/P.KY/
IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).

Putusan tersebut
telah mengeliminir

www.komisiyudisial.go.id

Ikhsan Azhar

butir-butir KEPPH yang
banyak dilaporkan dan
direkomendasikan oleh KY
karena terbuktidilanggar
oleh hakim-hakim
terlapor. Adapun
butir-butir yang dimaksud
adalah butir-butir yang
terkait disiplin tinggi
danprofesional, yaitu
butir8.1,8.2,8.3,8.4,
danbutir10.1,10.2,10.3,
dan10.4 dalam KEPPH.
Butir-butir itu dianggap
telah bertentangan
dengan Pasal 40 Ayat

(2) danPasal 41 Ayat (3)
Undang-Undang (UU)
Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Pasal

34A Ayat (4) UU Nomor
3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas
UUNomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah
Agung.

Dengan memperhatikan
haltersebut, seakan ada
kesan bahwa melanggar

angka 8 dan10 bukanlah
sebuah pelanggaran
KEPPH, melainkan
hanyalah sebuah
pelanggaran teknis
yudisial. Yang artinya,
pelanggaranitu tidak bisa
diberikan sanksi, tetapi
harus diselesaikan melalui
upaya hukum. Meski
begitu, sesungguhnya
kedualembaga seakan
lupa bahwa ada “solusi”
dampak dariputusan MA
tersebut. Solusiitudengan
memahami penjelasan
umum dariangka 8 dan10
dalam KEPPH yang masih
bisa digunakan sebagai
dasar hukum dalam
membuktikan apakah
hakim melanggar atau
tidak melanggar KEPPH.

Argumentasiitu
dipertegas melalui
pengaturannorma Pasal
18 Ayat (2) Peraturan
BersamaNomor: 02/PB/
MA/IX/2012dan 02/PB/
PKY/09/2012 tentang

SEPTEMBER 2016

KAJIAN

Panduan Penegakan
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (atau
biasadisingkat PERBA
Panduan Penegakan
KEPPH). Norma pasal
tersebut menjelaskan,
kedua lembaga dapat
memberikan sanksi
berupa pelanggaran
ringan, sedang, dan berat
apabilahakim terbukti
melanggar Pasal 12
(merujuk padadisiplin
tinggi, angka 8 dalam
KEPPH) dan Pasal 14
(merujuk pada profesional,
angka 10 dalam KEPPH).

Namun, fakta pelaksanaan
penegakan etik dan
perilaku hakim tidak
berjalan sesuaipenjelasan
diatas. Yangada

malah, hampir semua
rekomendasiKY yang
menggunakan angka
8dan10KEPPHjo
Pasal12dan14 PERBA
Panduan Penegakan
KEPPH dijawab MA
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KAJIAN

denganjawaban singkat,
yaitu “tidak dapat
ditindaklanjuti dengan
alasan teknis yudisial”. Hal
itu berlangsunghingga
tahun 2017 ini.

Dalam siaran persKY
tentang Penanganan
Laporan Masyarakat
Semester | Tahun 2017
pada 26 Juli2017,KY
mengungkap data bahwa
masihada10dari32
hakimyangdinyatakan
terbuktidan diusulkan
oleh KY untuk diberikan
sanksi, tapi MA menjawab
usulanKY denganistilah
teknis yudisial dan akan
dijadikan sebagai catatan.
Fakta tersebut seakan
menjadi buktibahwa
pelaksanaan penegakan
etik hakim belum berjalan
dengan efektif.

Setidaknya hal tersebut
terlihat darihasil survei
Indeks Negara Hukum
Indonesia Tahun

2015 yangdisusun
olehIndonesian Legal
Roundtable (ILR),
sebagaimana dikutip dari
tulisan Andri Gunawan
yang berjudul “Efektivitas
PengawasanKY: Antara
Teknis Yudisial dan
Pelanggaran Perilaku”,
dalam Bunga Rampai
Etika dan Budaya Hukum
dalam Peradilan (2017).

Daritabel 1dijelaskan
bahwa fakta yang telah
disebutkan paragraf
sebelumnya terkonfirmasi

EDISI
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melalui hasil survei

Indeks Negara Hukum
Indonesia Tahun 2015
yangdilakukanolehILR.
Hal tersebut bisa diihat
pada aspek penilaian
nomor 2 dan 3. Fakta
bahwa selaluadanya
jawaban rekomendasiKY
tidak dapat ditindaklanjuti
karena menyangkut teknis
yudisial ditunjukkan
dengan penurunanangka
efektivitas pengawasan
KY dari5.28 ditahun
2014 menjadi 4.94 di
tahun 2015. Artiny, terjadi
penurunan 0.34 poin.

Kemudian fakta tersebut
juga terkonfirmasipada
aspek penilaian ketiga,
yang menunjukan
penurunan efektivitas
sinergitas KY dan MA
dalam menangani
pengaduan masyarakat.
Jikaditahun 2014 skor
yangdiperoleh adalah
5.14,ditahun 2015 turun
menjadi4.56. Artinya, ada
penurunan 0.58 poin.

Fakta-faktainiseakan
menunjukkan perlunya

perbaikan pengawasan

dan penegakan etik hakim.

Perbaikan sebaiknya
segeradilakukan, agar
fakta-fakta sepertidiatas
tidak lagi kita temukan
pada tahun-tahun
berikutnya.

Temuan Simposium
Internasional The
Line Between Legal
Error and Misconduct
of Judges

Menindaklanjuti
permasalahan dalam
pengawasan dan
penegakan etik hakim,
maka ditahun 2016 KY
berupaya mencari“jalan
keluar”. Langkah konkret
yang dilakukan KY yaitu
dengan mengadakan
simposium internasional
dengantopik TheLine
Between Legal Error and
Misconduct of Judges.

Dari hasil simposium
tersebut, sebagaimana
dikutip daribuku
Proceeding Symposium:
The Line Between Legal
Error and Misconduct of

Tabel 1

Judges dantulisan Andri
Gunawan yang berjudul
“Efektivitas Pengawasan
KY:Antara Teknis
Yudisialdan Pelanggaran
Perilaku”,dalam Bunga
Rampai Etikadan Budaya
Hukum dalam Peradilan,
ditemukan adanya tiga hal
yang bisa menjadi garis
batas teknis yudisial dan
pelanggaran perilaku.

Ketiga hal tersebut adalah
sebagaiberikut:

1. Kesalahan fatal
(egregious legal
errors)

Yang dimaksud fatal
disiniadalah hakim
mengabaikan hak-hak
konstitusional

para pihak dalam
putusannya.

2. Polapelanggaran
yangdilakukan oleh
hakim (pelanggaran
yangdilakukan secara
berulang, “pattern
or practice of legal
errors”)

Gambaran Efektifitas Pengawasan Hakim

Aspek Penilaian

Efektifitas pengawasan oleh MA terhadap

Skor
2014

Kenaikan/
(penurunan)

! dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim. 431 4.38 (017)

> Efektifitas pengawasan oleh KY terhgdap 494 528 (0.34)
dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim.

3 Sinergitas KY dan MA dalam menangani pen- 456 514 (0.58)

gaduan masyarakat.
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Seoranghakim

yang telah terbukti
melakukan beberapa
kalipelanggaran legal
error yang berbeda.
Contohnya, Hakim
Fuselier yang telah
melakukan tigajenis
pelanggaranlegal
error, yaitu abuse of
the contempt power,
bersidangtanpa
kehadiran penuntut
umum, dan melakukan
prosedur yang tidak
memenuhi ketentuan
undang-undang.

3. Perilakuburuk (bad
faith)

Hakimyangyang
mempunyai

perilaku buruk
karenamelakukan
tindakan korup
dalam melaksanakan
tugasnya.

Tantangan
Mengefektifkan
Penegakan Etik
Hakim

Tigapointemuan
tersebut membuktikan,
masih ada solusidalam
rangka mengefektifkan
pelaksanaan pengawasan
dan penegakan etik
hakim. Meski begitu,
solusi tersebut seakan
tidak ada manfaaatnya
apabilaantaraKY dan

MA tidak menemukan
kata sepakat. Maksudnya,
kedualembaga harus
setuju, apabilaKY dapat

www.komisiyudisial.go.id

membuktikan ada salah
satu poindaritiga poindi
atas, maka hakim terlapor
yang terbuktimelanggar
angka8dan10dalam
KEPPH jo Pasal12dan14
dalam PERBA Panduan
Penegakan KEPPH akan
diberikan sanksi, bukan
lagi dijawab tidak dapat
ditindaklanjutikarena
menyangkut teknis
yudisial.

Untuk lebih jelasnya,
berikut salah satu

contoh yang dapat
dipertimbangkan dalam
rangka pembahasan
bersama untuk
menemukan kata sepakat
perbaikan pengawsaan
dan penegakan etik hakim.
Contoh, praktik pattern
or practice of legal errors.
Majelis A telah dilaporkan
sebanyak empat kali. Dari
tigalaporanawal, menurut
KY, majelis A terbukti
melanggar butir 8dan 10
joPasal12dan14 PERBA
Panduan Penegakan
KEPPH dengan perbuatan
yang berbeda-beda,
sepertikesalahan ketik,
menggunakan peraturan
perundang-undangan
yang sudah tidak berlaku,
dan tidak memasukkan
keterangan semua
saksiyangdidengar
keterangannyadalam
sidang ke dalam putusan.
Namun oleh MA dijawab
bahwa rekomendasi tidak
ditindaklanjutikarena
perbuatan tersebut
menyangkut teknis

yudisial. Kemudian, pada
pelaporankeempat,
seharusnya MA tidak lagi
menjawab itu bagian dari
teknis yudisial, tapi setuju
dengan rekomendasi

KY walaupun majelis A
kembali hanya dinyatakan
terbukti melanggar

butir 8dan 10 jo Pasal 12
dan 14 PERBA Panduan
Penegakan KEPPH
karenatelah melakukan
kesalahan ketik.

Argumentasimengapa
MA sudah harus setuju
dengan rekomendasi

KY adalah majelisini
telah membuat pola
pelanggarandari4
pelanggaranyangtelah
majelis tersebut lakukan.

Tawaran Solusi

Sehubungandengan
penjelasan tersebut, maka
usulan langkah konkret
yang dapat dilakukan
untuk memperbaiki
pelaksanaan pengawasan
dan penegakan etik hakim
adalah:

1. KYdanMA melakukan
pertemuan untuk
membahas hasil
simposium.

2. Membuat kesepakatan
terkait tiga poin
temuan simposium
dengan cara, yaitu:

a. Membangun
praktik kebiasaan,
apabila hakim

KAJIAN
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melanggar

butir 8dan10jo
Pasal12dan14
PERBA Panduan
Penegakan
KEPPH yangjuga
sesuaidengan
salah satu poin
dariegregious
legal errors, bad
faith, atau pattern
or practice of
legal errors, maka
hakim harus
dijatuhi sanksi.

Apabila praktik
kebiasaanangka
2 huruf a tidak
dapat dilakukan,
makaKY dan

MA sebaiknya
merevisi PERBA
Panduan
Penegakan
KEPPHdengan
memasukan
materiegregious
legal errors, bad
faith, atau pattern
or practice of legal
errors sebagai
materiPerba.

Apabilaangka
2hurufbtelah
dilakukan,
sebaiknya KY
membangun
sistem yang bisa
memenuhiatau
membuktikan
pemenuhan
egregious legal
errors, bad faith,
atau patternor
practice of legal
errors.[M
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PENYADAPAN
(WIRE TAPPING,)

AJ. Day

Ketika sidang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok
berlangsung dengan mendengarkan keterangan
saksiyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
yaknisaksi Kyai Haji Ma'aruf, telah terjadi cross
examination antaraterdakwa dan penasihat
hukumnya dengan saksi terkait pembicaraan via
telepon antara saksi dengan mantan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.

agaimana terdakwa atau penasihat ARTIPENYADAPAN (WIRE TAPPING) ATAU
B hukumnya sampai dapat mengetahui INTERSEPSI

isi pembicaraan tersebut? Padahal,
pembicaraan tersebut adalah melaluiteleponantara : Black Law mendefinisikan penyadapan sebagai
dua pribadi. Timbul kemudian dugaan adanya electronic or mechanical laves dropping usually
penyadapan atau yang dikenal dengan wire tapping. : done by law enforcement officer under court order
Istilah lain untuk penyadapan adalah intersepsi to listen to private conversation or the act of secret
yang perlu ditelusurioleh kita apabila penyadapan by listening to private conversation of others with
yang legal atauilegal. out their concern. Berdasarkan definisiini, wire

tapping atau penyadapan biasanya dilakukan oleh

EDISI
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aparat penegak hukum
atas perintah pengadilan
(courtorder). Jadi, dalam
melakukan wire tapping
atau penyadapan harus
dilakukan oleh aparat
penegak hukum dan harus
atas dasar kewenangan
untuk melakukan wire
tapping tersebut.

Di Amerika Serikat, dasar
hukum melakukan hal
tersebut adadifederal
law maupundistate law.
Daridefinisiini, yang
biasadilakukanoleh
aparat penegak hukum
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jugadilakukan oleh bukan
aparat penegak hukum.

Karenatidak ada

dasar hukumyang
membenarkan perbuatan
tersebut, maka disebut
ilegal. Iniberartidi
samping legal wire
tapping, adajugaillegal
wire tapping yang tidak
adadasar hukumnya.

BAGAIMANA
PENGATURAN

WIRE TAPPING DAN
INSTITUSI YANG DAPAT
MELAKUKANNYA?

Ada sejumlahinstitusi
yang dapat melakukan
penyadapan atau wire
tapping, khususnya
aparat penegak hukum,
yaitu:

1. Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Adalah benar bahwa
wewenang tersebut sama
sekali tidak diatur dalam
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian. Namun, dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf L
undang-undang (UU)
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tersebut dikatakan, tugas
lain POLRI sesuaidengan
perundang-undangan.

Adapun tugas lain
tersebut adalah:

a. UUNomor 35 Tahun
2009 tentang
Narkotika

Tidak disebut secara
ekspresis verbis bahwa
POLRIdapat menyadap.
Pasal 751 yang mengatur
tentang penyadapan oleh
Badan Narkotika Nasional
(BNN), tetapi dalam

EDISI
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“Penjelasan Pasal 26 dari UU Nomor 20
Tahun 2002 menyatakan, penyidik dapat

melakukan penyadapan atau wire tapping”

Komist YupisiaL
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penjelasan pasal tersebut
dikatakan penyadapan
dapat dilakukan oleh
BNN dan penyidik

POLRI, yaitudengan
caramenggunakan alat
elektronik sesuaidengan
kemajuan teknologi.
Terdapat pembicaraan
dan atau pengiriman
pesan melalui telepondan
alat komunikasilain.

Sementara pengertian
penyadapandalam
penjelasan Pasal 75
huruflUU Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah dengan
pemantauan elektronik:

a. Bugging,yaitu
pemasangan
transmitter di
ruangan atau kamar,
sasarannya untuk
mendengarkan atau
merekam semua
pembicaraan;

b. BirdDogyaitu
pemasangan
transmitter
padamobil atau
orang/barang
yang bisa dilacak
keberadaannya;
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c. Intersepsiinternet;

d. CloningPager
pelayanan layanan
singkat (SMS dan
Fax);

e. CloseCircuit Televisi
(CCTV);dan

f.  Directionon Finder/
pelacak lokasi
tersangka.

Wewenang penyadapan
oleh penyidikinihanya
dapat dilakukanatas dasar
bukti permulaan yang
cukup, durasinya tiga
bulan, dapat diperpanjang
dengan waktu yang
sama. Seharusnya
wewenang penyadapan
oleh POLRIbukan dimuat
dalam penjelasan pasal
penyadapan oleh BNN
tetapi wewenangitu
dimuat dalam batang
tubuh UU.

b. UU Nomor 5 Tahun
1997 tentang
Psikotropika

Pasal 55 huruf b UU
Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika

menyatakan, penyidik
POLRIdapat melakukan
penyadapan dengan
durasi 30 haridanatas
perintah tertulis Kapolri
atau pejabat yang
ditunjuk.

c¢. UU Nomor 31 Tahun
1999 jo UU Nomor 20
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 26 dari
UUNomor 20 Tahun
2002 menyatakan,
penyidik dapat melakukan
penyadapan atau wire
tapping. Selanjutnya
Pasal 30 menyatakan,
penyidik dapat memeriksa
danmenyita surat dengan
kiriman melalui Pos,
telekomunikasi atau alat
lainnya yang dicurigai
mempunyai hubungan
dengan perkara tindak
pidana korupsiyang
sedangdiperiksa.

Membuka telekomunikasi
ini sebenarnya adalah
penyadapan apalagi
dipertegas dengan Pasal
26ayang merupakan
penambahan pada alat
bukti petunjuk dalam 184
KUHAP.

Alattambahaniniyang
disebut elektronic
evidence, yaitu:

Alat lain berupainformasi
yang diucapkan, dikirim,
diterima atau disimpan
secaraelektronik dengan
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alat optik atau serupa
denganitu.

Dokumen, yakni setiap
rekaman data atau
informasi yang dapat
dilihat, dibacadan
didengar yang dapat
dikeluarkan atau tanpa
bantuan suatu sarana
baik yang tertuang diatas
kertas, benda fisik apapun
selain kertas maupun
yang dapat terekam
secara elektronik, tanda
atauinformasiyang
mempunyai makna alat
bukti. Inimemang tidak
dinyatakan diperoleh
melalui penyadapan tetapi
jelas merupakan hasil
penyadapan.

Akhir-akhir ini
electronical evidence
merupakan alat bukti
tambahan dari alat
buktiyangdiatur dalam
Pasal 184 KUHAP pada
sejumlah UU yang selain
itujuga memperbolehkan
penyadapan.

d. UU Nomor 15 Tahun
2003 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Teroris menjadi
Undang-Undang

Dalam UU ini, electronic
evidence bukan lagi
merupakan penambahan
pada alat bukti petunjuk
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dalam Pasal 184 KUHAP,
tetapi merupakan
tambahan alat bukti.

Oleh karenaitu, halitu
merupakan alat bukti
khusus yang tentu tidak
berlaku lagi bagi tindak
pidanalainnyayang
tidak mengatur tentang
electronic evidenceitu.
Pasal 31Ayat Thurufb
juga memberi wewenang
melakukan penyadapan
pembicaraan melalui
telepon atau alat
komunikasilain yang
diduga untuk persiapan
melakukan tindak pidana
terorisme.

e. UUNomor21Tahun
2007 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Dalam UU ini, selain
electronical evidence, juga
dalam Pasal 31ditentukan
penyidik berwenang
menyadap telepon atau
alat komunikasidan
yang diduga digunakan
untuk mempersiapkan,
merencanakan dan
melakukan tindak pidana
perdaganganorang.
Namun, wewenang
penyadapan disiniharus
ada:

Bukti permulaan yang

cukup;

Atasizin tertulis

Ketua Pengadilan;

dan

Durasi penyadapan

palinglama1tahun.

f. UU Nomor 36
Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi

Pasal 42 Ayat (2)
menyatakan, untuk
keperluan proses
peradilan pidana,
penyelenggarajasa
telekomunikasidapat
merekam informasiyang
dikirim dan atau diterima
oleh penyelenggarajasa
telekomunikasiserta
dapat memberikan

informasi yang diperlukan
atas permintaan tertulis
Jaksa Agung danatau
Kapolriuntuk tindak
pidana tertentu, yakni
tindak pidanayang
diancam dengan penjara
5tahunke atas, seumur
hidup atau hukuman mati.

Pasalinidengan tegas
melarang setiap orang
untuk melakukan
penyadapan atas
informasi yang dilakukan
melaluijaringan
telekomunikasi. Menurut
UU, yang melakukan
penyadapan dilakukan
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oleh penyelenggarajasa
telekomunikasi atas
perintah Jaksa Agung atau
Kapolrisecara tertulis.

2. KejaksaanRepublik
Indonesia

Dalam UUNomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, tidak
ada satu pun ketentuan
yang memberi wewenang
kepada Kejaksaan untuk
melakukan penyadapan.

Namun, dalam sejumlah
UU laindimana UU
memberikan wewenang
penyidikan kepada
KejaksaanRI, yaitu tindak
pidana korupsi sesuai
dengan:

UUNomor 31 Tahun
1999 jo UU Nomor 20
Tahun 2001tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Penjelasan Pasal 26 UU
Nomor 31 Tahun 1999
memberi wewenang
kepada penyidik untuk
melakukan penyadapan
atau wire tapping.
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Tindak pidana pencucian
uang, jika tindak pidana
asalataupredicate

crime adalah tindak
pidanakorupsiyang
disidik Kejaksaan. Halini
memungkinkan Pasal 74
UUNomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahandan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Adapun kemungkinan
penyadapan diatur dalam
Pasal 44 huruf p dalam UU
tersebut.

3. Komisi
Pemberantasan
Koruspi (KPK)
Republik Indonesia

Pasal 12 huruf a UU Nomor
30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

menyatakan dengan tegas,

Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)

berwenang melakukan
penyadapan dan merekam
pembicaraan dalam
melakukan penyelidikan

“Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun
2011 tentang Badan Inteligen

Negara menyatakan, BIN
memiliki wewenang
melakukan penyadapan”

EDISI
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dan penyidikan. Tidak
ditentukan durasi
penyadapannya sehingga
KPK mempunyai
kewenangan yang lebih
dariaparat penegak
hukum lainnya.

Wewenang penyadapan
oleh KPKiini tidak
ditentukan durasinya
maupun harus seizin
Ketua Pengadilan Negeri.
Wewenanginidapat
dilakukan pada tahap
penyidikan, sehingga
tidak ada syaratadanya
buktipermulaanyang
cukup. Adanya operasi
tangkap tangan (OTT) oleh
karena adanya wewenang
penyadapan tanpa syarat
seperti padaaparat
penegak hukum lain.

Dalam UUinijuga tidak
dijumpaiapayang
dimaksud dengan
penyadapan, sedangkan
dalam penjelasan pasal
tersebut dikatakan cukup
jelas. Dengan demikian,
maka arti daripenyadapan
harus dilihat pada UU lain
yang mengatur tentang
pengertian penyadapan.
Rumusan pengertian
penyadapan adadalam
penjelasan Pasal 40 UU
Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi.
Yangdimaksud dengan
penyadapandalam
pasaliniadalah kegiatan
memasangalat atau
perangkat tambahan
padaalatjaringan

telekomunikasiuntuk
tujuan mendapatkan
informasidengan cara
tidak sah. Apayang
menjadi wewenang KPK
pada Pasal 12 tersebut
pada dasarnyainformasi
yang dimiliki pribadidan
dilindungi, sehingga harus
dilarang. Pasal 40 dengan
tegas melarang kegiatan
penyadapan melalui
jaringan telekomunikasi
dalam bentuk apapun.

4. Badanlinteligen
Negara (BIN)
Republik Indonesia

Pasal 31UU Nomor 17
Tahun2011tentang

Badan Inteligen Negara
menyatakan, BIN memiliki
wewenang melakukan
penyadapan. Berbeda

www.komisiyudisial.go.id



dengan penyadapan yang
dilakukan oleh aparat
penegak hukum lainnya,
maka penyadapanoleh
BIN adalah kegiatan yang
mengancam kepentingan
dan keamanannegara
yang meliputiideologi,
politik, ekonomidan sosial
budaya.

Sementara Pasal 32

Ayat Tmenjelaskan
penyadapan dilakukan
berdasarkan peraturan
perundangan-undangan.
Lebih lanjut, Pasal 32
Ayat 2 menjelaskan dapat
dilaksanakan dengan
ketentuan:a) untuk
penyelenggaraan fungsi
inteligen, b) atas perintah
Kepala BIN;danc) Jangka
waktu 6 bulan dan dapat
diperpanjang. Dalam Pasal

www.komisiyudisial.go.id

32 Ayat 3,dengan adanya
bukti permulaan yang
cukup berartiakan menuju
ke arah penyidikan aparat
penegak hukum sesuai
dengan ketentuan Pasal
34, maka aparat penegak
hukum wajib membantu
BIN.

UU inimemberidefinisi
tentang penyadapan, yaitu
kegiatan mendengarkan,
merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat
danatau mempercepat
informasi. Informasi
elektronik dan dokumen
elektronik, baik
menggunakanjaringan
kabel komunikasi maupun
jaringan sepertipancaran
elektromagnetik atau
radio, termasuk melalui
paket pos dan sebagainya.

Namun, kewenangan
penyadapan BIN tetap
dibatasioleh: durasi, bukti
permulaan yang cukup,
dan ketetapan Ketua
Pengadilan.

LEMBAGALAINYANG
BERKAITANDENGAN
PENYADAPAN

1. PusatPelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan (PPATK)

PPATK bukanlah

aparat penegak hukum,
namun dalamrangka
melaksanakan salah satu
fungsinya, yaitu fungsi
analisis atau pemeriksaan
ataslaporandan
informasi, maka PPATK
dapat merekomendasikan
ke aparat penegak hukum
mengenaikepentingan
melakukan intersepsi
atau penyadapan atas
informasi elektronik

dan dokumen elektronik
sesuaiperaturan
perundang-undangan
yang berlaku.

PPATK hanya dapat
merekomendasikan ke
aparat penegak hukum
saja.

2. KomisiYudisial
(KY) Republik
Indonesia

Pasal 20 Ayat (3) UU
Nomor 22 tahun 2004
yang diubah menjadi UU
Nomor 18 Tahun 2011
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tentang Perubahan atas
UUNomor 22 Tahun 2004
tentang KY menyebutkan,
dalamrangkamenjaga
dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
haki, KY dapat meminta
bantuan aparat penegak
hukum untuk melakukan
penyadapan dan merekam
pembicaraandalam
haladanyadugaan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH). Lembaga
ini tidak dapat melakukan
penyadapan, tetapi hanya
merekomendasikan atau
meminta bantuan aparat
penegak hukum.

HAK ASASIMANUSIA

Hak AsasiManusia
(HAM) adalah dasar yang
secara kodrati melekat
padadirimanusiayang
bersifat universal.
Olehkarenaitu, harus
dilindungi, dihormati
dandipertahankan serta
tidak boleh diabaikan
dandikurangioleh siapa
pun. Demikian definisi
HAM dalam konsideran
UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Definisi yang samajuga
terdapat dalam konsideran
UU Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak
AsasiManusia. Tentang
HAM yang menyangkut
penyadapaninitelah
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diatur juga dalaminstrumen hukum internasional
maupun perundang-undangan nasional.

a. InstrumenHukumInternasional

Article 12:“No one shall be subjected to arbitrary
interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to attacks upon his honor and
reputation. Everyone has the right to this protection

of the law against such interference or attacks.
Berdasarkan ketentuanini, terlihat bahwa arbitrary
intervention terhadap privasi seseorang harus dilindungi
oleh hukum. Secara contrario berarti privasi seseorang
dapat diintervensi.

b. InstrumenHukum Nasional
1. Pasal28F UUD 1945

Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi,
memperolehinformasi

untuk mengembangkan

pribadidengan

lingkungan sosialnya,

sertaberhak untuk

mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan,

mengolah dan

menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan UU inimenegaskan

bahwa mengadakan komunikasidengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
adalah merupakan HAM.

2. UUNomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Pasal 32 menyatakan kemerdekaan danrahasia
dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan
komunikasimelaluisarana elektronik tidak boleh
digunakan kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan
lain yang sah sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dariinstrumen hukuminternasional maupun konstitusi
serta perundang-undangan nasional kita jelas bahwa

EDISI
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penyadapan bertentangan dengan HAM karena
melanggar hak privasiseseorang. Penyadapan dalam
rangka penegakan hukum adalah samadengan upaya
paksayangdiatur KUHAP yangjuga sebenarnya
bertentangan dengan HAM.

Haliniadalah sama dengan upaya paksa dalam
KUHAP yang banyak mengalamiHIR. Upaya paksa
dalam HIR. Daripelanggaran HAM ini dapat saja oleh
Negara berdasarkan legislasinasional. Sama halnya
dengan ketentuan-ketentuan KUHAP yang sebenarnya
melanggar HAM, tetapi dibenarkan karena melakukan
ketentuan perundang-undangan atau melakukan
perintah jabatan yang sah (Pasal 50 dan Pasal 51
KUHP). Yang dikenal dengan alasan pembenar
(recht vaardiging grond). Dengan
alasan pembenaranini, maka
suatu pembenaran, hilang sifat
melawan hukumnya.

PEMIDANAAN

Penyadapan yang
tidak didasarkan
pada ketentuan UU
adalah penyadapan
ilegal. Oleh karenaitu,
penyadapan sepertiitu
dapat dipidana. Halini
terlihat dalam sejumlah
perundang-undangan
Indonesia, seperti:

Pasal 31 Ayat (1) UUNomor ... yang
melarang perbuatan tanpa hak atau melawan
hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam
suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain,
dihukum dengan penjara 10 tahun atau denda 800 juta.

Pasal 31 Ayat (2) jo Pasal 47 UU Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan
atau denda paling banyak 30 juta. Ayat 2 inimenyatakan,
sengaja dan tanpahak atau melawan hukum melakukan
intersepsiatau penyadapan informasielektronik dan
atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan
atau sistem elektronikal tertentu milik orang lain dan
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seterusnyadipidana
penjara palinglama 10
tahun dan ataudenda 800
juta.

Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi
yang dengan tegas
melarangkegiatan
penyadapan atas
informasiyang disalurkan
melaluijaringan
telekomunikasidalam
bentuk apa pun, kecuali
secara tertulis diminta
oleh Kapolridan Jaksa
Agung atau permintaan
penyidik untuk tindak
pidana tertentu.

Yangdimaksud tindak
pidanatertentu diminta
secara tertulis oleh Jaksa
Agung atau Kapolri, yaitu
tindak pidanadengan
ancaman pidana 5 tahun
ke atas, seumur hidup
atau mati. Pidana tertentu
atas permintaan penyidik
adalah tindak pidana
narkotika dan tindak
pidana psikotropika.

Untuk memperluas
proses peradilan
pidanaatau permintaan

penyidik untuk pidana
tertentu sesuaidengan
perundang-undangan
yang berlaku.

KESIMPULAN

Dariuraian diatas, adadua
jenis penyadapan:

Penyadapanyang
sahkarenaadadasar
hukumnya untuk
melakukan penyadapan,
sama halnya dengan
upaya paksayang

dikenal oleh hukum
acarapidana. Yang
melanggar HAM seperti
penangkapan, penahanan,
penggeledahandan
penyitaan.Namun, karena
dilakukan untuk upaya
penegakan hukum, maka
upaya paksaitu sah.

Penyadapan yang tidak
sahatauillegal wire
tapping yang dilakukan
bukan oleh aparat penegak
hukum, karena tidak ada
dasar hukumnyayang
membenarkan perbuatan
tersebut.

Secara teoritis dapat
dilihat dalam Pasal 50
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dan Pasal 51TKUHP. Pasal
50 KUHP menyebutkan,
barangsiapa melakukan
perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan
perundang-undangan,
tidak dipidana.

Perbuatan menangkap
danmenahan orang
secaraformal bersifat
melawan hukum,
namun dilakukan untuk
melakukan ketentuan
perundang-undangan
maka sifat melawan
hukumnya hilang yang
lazim dinamakan — alasan
pembenaran (right
verdiging grond).

Demikian pula pasal 51
KUHP, untuk melakukan
perintahjabatanyang
sah merupakanalasan
pembenar sehingga sifat
melawan hukumnya
hilang.

Demikian kiranya masalah
penyadapan inidapat
dipahamioleh masyarakat
sehingga terhindar dari
penyadapanilegal yang
dapat dipidana.[

EDISI
auur | Komist YUDISIAL




SELINTAS

Inovasi Baru

Peningkatan Kapasitas
dan Kesejahteraan Hakim

(Y ) amun hal
: tersebutjuga
: perludibantu

Sebagaitokoh sentral dunia peradilan, hakim  : jienberbagaielemen
cinderung selalu dituntut untuk membangun  : Pemerntahdan
: masyarakat terutama
kecerdasan intelektual, emosional, moraldan  : dalammenjaga
.. . . . kehormatan profesinya
spiritual. Jika kecerdasanituterbangun dan  sebagaipenegak hukum,

- jugadukungan konkrit
- untuk memperhatikan

terpelihara dengan baik, harapannya akan

memberikan manfaat kepada diri sendiri,dan  : aspekkesejahteraannya

_ _ - yangdibeberapa

juga bagi masyarakat luas.  sisimasih kurang

- mendapatkan perhatian

- sebagaiseorang pejabat

* negara.

Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim Joko

Sasmito foto bersama dengan para Berbekalamanat
hakim yang setelah pelatinan . padakonstitusiyang

* ditujukan oleh Komisi

: Yudisial, selaku lembaga
yang diperintahkan
untuk mengupayakan

- peningkatan kapasitas
* . dankesejahteraan

- hakim, sudah tentu hal

- inimenjadi wajib untuk
- dijalankandengan cara
- terusberinovasidalam
- program-program yang
- menyasar pada kedua hal
© tersebut.
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* Darisisi peningkatan
- kapasitas tentunya bag
. Komisi Yudisial bukan
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barangbaru, halini
sudah berjalan cukup
lama sejak Tahun 2012
yanglaludenganintens
menyelenggarakan
pelatihan-pelatihan
tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) dan pelatihan
tematik terhadap suatu
subyek tertentu.

Pelatihan tematik sempat
berhentibeberapa

waktu terhitung sejak
Tahun 2015 disebabkan
adanya penghematan
anggaran, namun seiring
dengan kebutuhan dari
Mahkamah Agung (MA),
rupanya pelatihanini
sangat dibutuhkanoleh
hakim sehingga Ketua
Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim, Joko Sasmito
bermaksud untuk
menghidupkan kembali
pelatihan tematik di Tahun
2018 mendatang.

“Pelatihan tematik,
sepertipelatihan
sertifikasi ekonomi
syariah, peradilan anak
danlingkungan, semoga
dapat berjalanditahun
2018, sehingga dapat
membantu Mahkamah
Agung,” ujar Ketua
Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim Joko Sasmito

saat membuka pelatihan
Pemaknaan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
bagi Hakim dengan Masa
Kerja 8- 5tahun, Senin

www.komisiyudisial.go.id

(7/8) diHotel Grand Zuri,
Palembang.

Halitu disambut baik
oleh Kepala Pusat Diklat
Teknis Peradilan Agus
Subroto. Menurutnya,
Pusdiklat Teknis Peradilan
juga memiliki misiyang
serupa yaitu untuk
meningkatkan kapasitas
hakim dibidang teknis
peradilan, sedangkan
pelatihan KEPPH sendiri
tidak banyak bobotnya,
sehingga adanyaKY
sangat membantu baik
darisisiKEPPH maupun
teknis nantinya.

“DiPusdiklat Teknis
Peradilanjuga

memiliki misiuntuk
meningkatkan kualitas
SDMdan mengasah
keterampilan hakimdi
bidang teknis peradilan.
Selainitujugauntuk

juru sita dan panitera
pengganti, sedangkan
pelatihan KEPPH yang
diselenggarakanKY
selama4 hariini, tentu
sangat membantu kami,
karena halinibelum tentu
dapat MA lakukan sendiri,”
ujar Agus.

Pada sisikesejahteraan
hakim, KY telah
menyiapkanrancangan
baru (grand design),
menggantikanyang
lama. Rancangan baruini
akan mencakupiaspek
kesejahteraan hakim
sesuaidengan adanya
perubahan dalam UUKY.

“Perubahan (grand design)
inimengikutiadanya
perubahandalam UUKY,
yaitu Pasal 20 ayat 2. Jika
sebelumnyaKY hanya
disebutkan melakukan
peningkatan kapasitas
saja, kemudian ditambah
dengan mengupayakan
kesejahteraan,” papar
Joko saat membuka
Focus Group Discussion
(FGD) Grand Design
Peningkatan Kapasitas
dan Kesejahteraan Hakim,
Selasa (25/7) diRuang
PersKY, Jakarta.

Untuk mendukung
program baik yang
bersifat peningkatan
kapasitas maupun
kesejahteraan, disisilain
dalam meningkatkan
performa pelayananyang
bersifat administratif yang
sekaligus memudahkan
kepada hakim atau
peserta pelatihan, KY
juga berinovasidalam
membangun sistem
aplikasiyang selamaini
manual menjadi lebih
aplikatif dan cepat.

Hal tersebut diutarakan
Joko Sasmito pada
pembukaan pemakanaan
KEPPH untuk Hakim
dengan masakerja

8-15 Tahun, diHotel
Mercure Pontianak
(21/8).Menurutnya
inovasiiniakanbanyak
memangkas waktu dalam
haladministratif dan
pelaporan hasil pelatihan,
karenabersifat realtime
dan multiuser benefit.

“Kamisedang
kembangkan sistem
administrasibaru

untuk menggantikan
yang selamainimasih
manual, dalam hal
konfirmasipeserta
menghubungi satu-satu,
nanti kedepannya mulai
registrasi sampaidengan
selesaiakandikelola
berbasisIT.Dengan
demikian, nantinya
bapakibulangsung

bisa mengecek sendiri
nilai pelatihan, bahkan
Dirjennyajuga bisa
langsung mengecek.”
Tandas Joko. [

"KY juga berinovasi dalam

membangun sistem aplikasi

yang selama ini manual

menjadilebih aplikatif dan

cepat”
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KY dan MA Sepakat Tindak Tegas

Hakim Pelanggar KEPPH

U
b

perasi Tangkap
Tangan
(OTT)yang

dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) terhadap oknum
hakim di Bengkulu
menjadi tamparan bagi
dunia peradilanIndonesia.

Hal tersebut disampaikan
Ketua Komisi Yudisial (KY)
Aidul Fitriciada Azhari
saat menjadinarasumber
dalam acara Satu Meja
“Wajah Gelap Peradilan
Indonesia” diKompas TV,
Senin (12/09).

Kowisi Yopisay, | our

“KYjuga turut merasa
bertanggungjawab atas
terjadinya kembali OTT
hakim ini. Kamibersama
MA sudah berusaha
meningkatkan kapasitas
hakim agar kejadian

sepertiinidapat dicegah,

tapiapadayakamijuga
memiliki keterbatasan,”
tutur Aidul.

Bukan berartiKY
tidak aktif melakukan
penyelidikan terhadap
oknum hakim yang
dicurigai melakukan
pelanggaran Kode Etik

SEPTEMBER 2016
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LIVE

- Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul

dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH), tapi KY
geraknya tidak secepat
lembaga penegak hukum
yang lain.

“Misalnya dalam kasus
OTT oknum hakim JP
yangjuga terjadidi
Bengkulu sebelumnya,
KY sudah melakukan
investigasi. Ternyata KPK
juga melakukan halyang
sama. KPK akhirnya lebih
dulu dapat mengungkap
karena mereka dapat
melakukan penyadapan,”
jelas Aidul.

Fitriciada Azhan saat menjadi

WAJAH GELAP PERADILAN L

KY sebenarnya memiliki
wewenang untuk
melakukan penyadapan.
Baru akhir-akhir ini saja
KY dapat melakukannya,
karena untuk melakukan
penyadapanKY

harus berkerjasama
dengan Kepolisiandan
sepengetahuan Kapolri.

SelainituKY dalam
melakukan penyelidikan
berbeda dengan KPK,
dilakukan dengan hening
tanpa hingar-bingar
media. Hal tersebut
menyebabkan

www.komisiyudisial.go.id



seakan-akanKY tidak
punya taji.

“KY dan MA sudah
sepakat untuk melakukan
aksibersih-bersih
terhadap hakimyang
yang melanggar KEPPH.
Cumamemangcara
kamimemperlakukan
hakim berbeda dengan
KPK, karena yang kami
tujuadalah pelanggaran
KEPPH,” ungkap Aidul.

Untuk menyiasati

agar kejadian seperti
inidapat dicegah,

Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta
inimenawarkan solusi
salah satunyadengan
meningkatkan standar
rekrutmen hakim. Apalagi
saatini MA sedang
melakukan rekrutmen
untuk hakim tingkat
pertama.

“Rekam jejak hakimitu
harus diperiksa dengan
seksama. Sebagai contoh,
oknum hakimyang
baru-baruiniditangkap
karena mengkonsumsi
Narkoba ternyata telah
aktif memakai sejak dari
mahasiswa. Jadi, bibit
hakim sepertisebenarnya
dapat dicegah dariawal
jika proses rekrutmen
dilakukan dengan ketat,”

Jayus saat menjadi
narasumber dalamacara
Prime Time News di
channelMetro TV pada
hariKamis (07/09).

“Maraknya Operasi
Tangkap Tangan (OTT)
hakim akhir-akhir ini
bukanlah kesalahan dari
sistem, tapi daribudaya
dan perilaku hakimitu
sendiri.”

Jajamenyatakan bahwa
adatiga faktor yang dapat
mengurangi terjadinya
kejadian OTT hakim

lagi. Pertama hakimitu
sendiriharus sadar bahwa
tugasnya sebagai hakim
adalahtugas yangberat
dan merupakan Wakil
Tuhandidunia. Sehingga
adabebantanggung
jawab terhadap jabatan
yangdiemban. Kedua,
rekrutmen hakim harus
akuntabel. MA sedang

melakukan seleksihakim
saatini. Para calon hakim
tersebut harus betul-betul
dicek rekam jejaknya sejak
mahasiswa, sehingga
didapatkan hakimyang
memilikiintegritas yang
tanpacela.

“Ketiga, berkaitan dengan
rotasidan mutasi. Harus
dipikirkan agar sistem
rotasidan mutasi tidak
membuat hakimjauh dari
keluarga. Jikajaraknya
jauh, hal tersebut akan
memakan biaya yang
tinggibagi para hakim
untuk dapat berkumpul
dengankeluarga.

Bagimerekayang
ditugaskan ditempat
terpencil, gaji saja bisa
habis untuk perjalanan.
Halini dapat menjadi
celah bagipara pihak
yangingin mengambil
keuntungan darihakim

@
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yangintegritasnya tidak
baik,” ujar pria berkaca
mataini.

Banyaknya pihak yang
menuding lemahnya
sistem pembinaan oleh
Mahkamah Agung (MA)
menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan
banyak hakim yang
terkena OTT, dirasakan
Ketua Bidang Pengawasan
Hakiminitidak tepat. KY
dan MA telah bekerja sama
turun ke daerah untuk
mengingatkan para hakim
agar dalam penanganan
kasusitunetral tanpa
pengaruhdariluar.

“Untukitukewenangan
KY dapat diperkuat lagi
agar lebih operasional.
Harapannya ke depan
sanksiyangdierikanKY
dapat memberikan efek
jera,”ungkap mantan
Dekanini. (Noer/Jaya) [{

pungkas Aidul. Ketua Bidang Pengawasan perilaku

hakim Jaja Ahmad Jayus saat menjadi
narasumber dalam acara Prime Time
News dichannelMetro TV.

Live
FRIMETIME
HE WS

i

JAJA AHMAD JAY1

HETUA BIDANG PENGAWASAN

Hal senadadisetujuioleh
oleh Anggota Komisi
Yudisial (KY) Jaja Ahmad
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PR menyetujui
kelimanama Calon
Hakim Agung

(CHA) yang diajukan
oleh Komisi Yudisial (KY)
menjadi Hakim Agung
pada hariRabu (13/09) di
Ruang Rapat Komisilll,
Gedung DPR-MPR.

Adapunkelima CHA
tersebut terdiridari
Hidayat Manao (Kamar
Militer), Yodi Martono
Wahyunandi (Kamar
TUN), Gazalba Saleh
(Kamar Pidana), Yasardi
(Kamar Agama), dan
Muhammad Yunus
Wahab (Kamar Perdata).
Keputusan tersebut

diambil setelah Komisilll
DPR melakukan fitand
proper test yang dipimpin
Wakil Ketua Komisilll
Trimedya Panjaitan dan
dihadiri perwakilan dari
delapan fraksiDPR.

Dihampirisetelah
pengumuman, Anggota
KomisilllBambang
Soesatyo mengatakan,
DPR meloloskan semua
calon karenatingginya
kebutuhan untuk mengisi
kelima kamar tersebut di
Mahkamah Agung (MA).

“Lima-limanya kami
ambil keputusan
secaraaklamasi

o EDISI
E Kowisi Yumistar, | ot oo

-
vl |

L

dengan pertimbangan
bahwamemang
kamar-kamar hakim
minim sekali. Sekarang
ini dikhawatirkan akan
banyak penumpukan
kasus-kasus yangadadi
MA," ujar Bambang.

Bambangberharap
limaoranginidapat
menjalankan tugas
dengan sebaik-baiknya.
Mereka akan ditetapkan
pada sidang paripurna
DPR yang dijadwalkan
Selasamendatang.

“Pesan kami, calonyang
kita putuskan dandipilih
dan akan kami tetapkan

i’ DPR secara aklamasi menyetujui

kelima nama Calon Hakim Agung
(CHA) yang diajukan oleh Komisi
Yudisial (KY) menjadi Hakim Agung

pada sidang paripurna
minggu depanjangan lagi
nodai MA dengan korupsi,”
tutup bambang.

Hasil positif tersebut tidak
membuat KY menjadi
jumawa. KY hingga saat
inimasih membuka
penerimaanusulan calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial pada Mahkamah
Agung (MA). Sejak dibuka
pada 29 Agustus 2017,

KY barumenerimall
usulan calon hakim ad hoc
Hubungan Industrial pada
MA.

Untuk meningkatkan
animo masyarakat

www.komisiyudisial.go.id



SELINTAS

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY
Maradaman Harahap saat memberikan
keterangan pers

danmenijaring calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial pada MA yang
potensial, KY akan terus
melakukan sosialisasidan
penjaringan terkait seleksi
ini.

Menurut Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim KY
Maradaman Harahap,
salah satuyangtelah
dilakukanKY adalah
Koordinasi Sosialisasi
danPenjaringan Calon
Hakim Ad Hoc Hubungan
Industrial pada Mahkamah
Agung Tahun 2017,Rabu
(6/9) di AuditoriumKY,
Jakarta.

Peserta sosialisasi

merupakan puluhan
perwakilan dari Asosiasi

www.komisiyudisial.go.id

Pengusahalndonesia
(APINDO) dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
resmiyang datanya
didapat dari Kementerian
Tenaga Kerja Republik
Indonesia.

Lebih lanjut Maradaman
menjelaskan, dari
sosialisasiinidiharapkan
akan didapatkan calon
hakim Ad Hoc Hubungan
Industrial pada MA yang
memilikiintegritas dan
kualitas terbaik.

Sekadar informasi, seleksi
iniuntuk mengisi delapan
orang calon hakimadhoc
Hubungan Industrial pada
MA dengan komposisi

4 orangdari Asosiasi
Pengusahalndonesia

(APINDO) dan 4 orang dari
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh.

Mengingat bahwa calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrialini diusulkan
oleh APINDO dan
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, maka diharapkan
untuk melampirkan SK
dariorganisasiyang
menaunginya.

“Ada beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
yang ternyata memiliki
nama sama,dan
beberapadiantaranya
telah dibatalkanoleh
MA sehinggakami
mengharapkan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
yang telah berperkara di

SEPTEMBER 2016

MA untuk melampirkan
putusan MA terkait
kedudukan organisasinya,”
ujar Maradaman.

Maradamanjuga
mengingatkan bahwa
hakim ad hoc Hubungan
Industrial yang ada diMA
sekarangjugabisa kembali
diusulkan oleh Apindo
atau Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.

“Berkas pendaftaran
dapat diantar lansungatau
disampaikan melalui pos
palinglambat tanggal 19
September 2017 pukul
empat sore stempel pos,”
tutup Maradaman. (Noer/
Festy) [
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KESEHATAN

IMUNISASI
MR (Measles

dr. Lusia Johan

Rubella)

Belakangan inikita sering mendengar istilah

imunisasi MR, apalagi dikalangan paraibu-ibu

yang memiliki anak balita dan sekolahan.

Bermunculan pertanyaan dan jawaban yang

masih membingungkan terutama bagikaum

awam.

E Kovisi

YupisiaL

EDISI
JULI
SEPTEMBER 2016

: leh karenaitu,
artikelkaliini
membahas

* tentangimunisasiMR
- (Measles Rubella).

- Haliniberkenaan

- denganKampanye yang
- dilakukan oleh Kemenkes
- (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia), yaitu
© imunisasi MR (Measles
Rubella) bagianak-anak
- usia 9 bulanhinggakurang
- dari15tahun. Kegiatan

- inidimaksudkanuntuk

- memutus transmisi

- penularan virus campak
- danrubellasecaracepat.
- Indonesiatelah terbebas
- daricacar, polio, tetanus

. ibudanneonatal. Sekarang
ini, Indonesia sedang fokus
- untuk eliminasi Campak

- danRubella, yangjuga

- merupakan prioritas

- Regionaldan Global. Di

- Indonesia Vaksin campak
- secararutindiberikan

- kepada semua anak, dibagi
- menjadidua dosis pada

* 9bulandan18bulan.

- Kinivaksin Rubella akan

- ditambahkan (M-->MR)

- dalam program Imunisasi
- Nasional.

© Indonesia akan melakukan
kampanye Imunisasi MR

- (MeaslesRubella), dan

- menargetkan sekitar

- 70jutaanaksasaran

- imunisasidalam duatahap
- pada2017-2018.

- Kampanye Fase-lakan

- dilakukan padabulan

- Agustus — September 2017
- dienam provinsidiPulau

- Jawa (Banten, Jakarta,

* Timur, Jawa Barat, Jawa

- Tengahdan Yogyakarta).
Kampanye inibertujuan
untuk memberikan vaksin
- MR (campakdanrubela)

www.komisiyudisial.go.id



kepadalebihdari35juta
anak-anak dikelompok
usia 9 bulan sampai15
tahun.

- danrubella. Tidak ada

- pengobatanuntuk

- penyakitini, tapi keduanya
- bisadicegahdengan

- imunisasi. Campak dan

Pada Agustus 2017,
imunisasi MR akan
diberikanuntuk anak
usiasekolah (SD/MI/
Sederajat, SMP/MTS/
sederajat). Sedangkan
pada September 2017,
imunisasiiniakan
diberikan serentak di
Puskesmas, Posyandu, dan

KELAINANJANTUNG

fasilitas kesehatan lainnya
untuk bayidananak yang
belum bersekolah dananak -
usia sekolah yang tidak
bersekolah.

Sedangkan, fase-Ilakan
dilakukan padabulan
Agustus — September
2018 di 28 provinsiyang
tersisadiluar pulau Jawa
(Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua).

KERUSAKAN
JARINAGAN OTAK

- rubellaadalah penyakit
- infeksi menular melalui

- saluranpernapasanyang
- disebabkanoleh virus.

Campak/Measles
menyebabkan demam,
ruam, batuk, dan pilek, dan
- matamerah dan berair.

. Komplikasiyangserius

-

- dapat terjadi, meliputi
- diare,infeksitelinga, radang

paru (pneumonia), radang

: Rubela menyebabkan
demam, sakit tenggorokan,
- ruam, sakitkepala, dan

- merah, matagatal. Gejala

- Rubellabiasanya ringan

- padaanak, akan tetapibila
- menulariibuhamil pada

* trimester pertama atau

- awal kehamilan, dapat

Apasih Vaksin MR
itu?

- menyebabkan keguguran
. ataukecacatanpada

bayiyangdilahirkan.

Vaksin MR (Measles
Rubella) adalah vaksin
yangdiberikan untuk
mencegah dua penyakit
sekaligus, yaitu campak

www.komisiyudisial.go.id

Kecacatan tersebut dikenal
- sebagai Sindroma Rubella
- Kongenital diantaranya
- meliputikelainan pada
- jantungdanmata, ketulian

A

KATARAK
KONGENITAL

- danketerlambatan
- perkembangan.

- Viruscampak dan

- rubellabanyak beredar

- dilndonesiadanribuan

- kasusdilaporkan setiap
* tahunnya. Imunisasi

- dengan vaksin MR adalah
pencegahan terbaik
untuk kedua penyakit ini.
© Satuvaksin mencegah
dua penyakit sekaligus.

- Mendapatkanvaksin MR
* jauhlebihaman daripada

GANGGUAN
PENDENGARAN

- terkena penyakit campak
- ataurubelladanrisiko atau
- komplikasi terkait.

- otak (ensefalitis), kebutaan :

© bahkan kematian. - Imunisasi MR diberikan

: padaanak usia 9 bulan

: sampaidengan kurang
dari15 tahun selamamasa
- kampanye. ImunisasiMR
- akan masuk ke dalam

- jadwalimunisasirutin

- segerasetelahmasa

- kampanye berakhir,

- diberikan padaanak usia
* 9bulan, 18 bulan dan anak
- kelas1SD/sederajat. Gratis, -
* tidak dipungut biaya.

Amankah vaksin MR
D ini?

Vaksin yang digunakan
- telah mendapat

SEPTEMBER 2016

- rekomendasidariBadan
- Kesehatan Dunia (WHO)
- danizinedardariBadan
- POM. VaksinMR 95%

- efektif untuk mencegah
- penyakit Campak dan

- Rubella. Vaksininiaman
: dantelah digunakandi
lebih dari141negaradi

- dunia.

- Demamringan, ruam

- merah, bengkak ringan

- dannyeriditempat

- suntikan setelah imunisasi
- adalah reaksinormal

- yangakan menghilang

- dalam 2-3 hari. Kejadian

- ikutan pascaimunisasi
yang serius sangat jarang
" terjadi.

Dalam haljika seseorang
- yang tidak diimunisasi

- akan menyebabkan

- kematian, penyakit berat,
- ataukecacatan permanen
- yangmengancam

- jiwa, berdasarkan

- pertimbangan para ahli
yang kompeten dan
dipercaya, makaimunisasi
hukumnya wajib.

Sebagaibagiandari

- ProgramImunisasi

- Nasional, pemberian

- vaksin MR ini bersifat

- wajib sepertidiamanatkan
- olehUUD 1945 danjuga

- UU Perlindungan Anak

- dan UUKesehatan Nomor
- 36.0lehkarenaitu,

- Kementerian Kesehatan Rl
mengimbau agar orangtua
memberikan akses kepada
anak untuk mendapatkan
- imunisasi.

KESEHATAN
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KESEHATAN

APAKAH

; imunisasi.info

VAKSIN MR ITU? mm“‘

'l'i!SlH' MR

95%

el Lk mEroagE’ {eny TRl
Campak dan Fubella,

Vakain ini aman dan telah
Mnmm

1415

#iCegahCampakRubella

Halalkah?

Ya, Halal! Vaksinini
ditumbuhkan pada
embrioayam. Media yang
digunakan adalah telur
yang sudah terdapat
janinayam didalamnya.
Sedangkan vaksin
rubella ditanamkan atau
dikembangbiakkan pada
sel puncaatau stemcell
darimanusia.

Dalam Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) No.
. diimunisasi campak

- justruakan memberikan

- keuntungan bagianak
tersebut. Sepertidiketahui,
vaksin tidak menjamin
kekebalan100 persen.

- Alasannya, efek kekebalan
- vaksinjugadipengaruhi

- oleh kondisianak saat

- diimunisasimaupun

- perlakuan terhadap vaksin

4 Tahun 2016 dijelaskan
bahwaimunisasipada
dasarnyadibolehkan
(mubah) sebagaibentuk
ikhtiar untuk mewujudkan
kekebalan tubuh dan
mencegah terjadinya
suatu penyakit tertentu.

Bolehkah anak yang
sudah diimunisasi

campak mendapatkan :
- danpenyimpanan.

vaksin MR lagi?

Kowisi Yopisay, | our

- Menurut Direktur

- Jenderal Pencegahandan
- Pengendalian Penyakit,

- Mohamad Subuh,

- mengatakanimunisasi

- MR akandiberikan kepada
- anak-anak berusia

: sembilan bulanhingga 15
© tahun. Vaksin MR iniakan
diberikan kepada semua
- anak, termasuk anak yang
- sudah pernah mendapat
- vaksin campak.

anak yang sudah pernah

selama proses distribusi

SEPTEMBER 2016

- Dengan mendapatkan

- imunisasi MR lagi,

- anak-anak mendapatkan
- kesempatan untuk

- memperkuat efek

- perlindungan dari

- vaksin untuk penyakit

: campak danjugarubella.

Kekebalan yang diberikan
- olehvaksininiakan

- bertahan seumur hidup.

“Ini kesempatan,

- siapatahuimunisasi

- sebelumnyatidak

- efektif. Bisaimunisasi

- lagi (melaluikampanye
- imunisasiMR)," jelas

- Direktur Surveilans dan
© Karantina Kesehatan
Kementerian Kesehatan
- (Kemenkes) Elizabeth

- Jane Soepardi.

- Apakah benar

- vaksin MR dapat
: menyebabkan

- autisme?

© Tidak benar. Sampai

. saatinibelum ada bukti
yang mendukung bahwa
: ) ) imunisasijenis apapun
- Pemberian vaksin MR pada Edapatmenyebabkan

- autisme.

- Autisme adalah suatu

- bagian darispektrum

- gangguan tumbuh

- kembang yang ditandai
- dengan gangguan

- interaksisosial,

- komunikasi, serta minat
- dan aktivitas yang

. terbatas dan berulang.
Autisme tersering mulai
- terdeteksipadausia18-30
- bulan, kebanyakan pada

- anak laki-laki. Penyebab

- autisme belum diketahui
- secara pasti,namun

- paraahliberpendapat

- bahwa proses yang

- menyebabkan autisme

- dimulai sejak sebelum

: lahir, dan faktor genetik
diduga berperan dalam hal
- ini, salah satunyadengan
- adanya struktur otak

- abnormal yangditemukan
- sejak bayimasihdalam

- kandungan padamasa

- awal kehamilan.

- Hingga saat ini, belum

- ada penelitian yang

- dapat membuktikan

- bahwa vaksin MR dapat

: menyebabkan autisme.
Akan tetapi, penelitian

- tentangketerkaitan vaksin
- MR dan autisme masih

- terusdilakukan.Penyebab
- autisme sendirihingga kini
- masih belum diketahui,

- tapiautisme sangat terkait
- dengan faktor genetik dan
- lingkungan.

: Seoranganak yang

- diimunisasibukan hanya
melindungi dirinya sendiri,
- namunjugaanak-anak

- laindilingkungan tempat
- tinggal dan sekolahnya

- daririsiko komplikasi

- penyakit yang berat. Jadi,
- untuk paraayahdanibu,

- semoga tidak khawatir lagi
- untuk melindungi anak

- daricampak (measles) dan
- campak Jerman (rubella).

Sumber: Kemenkes, IDAI
- danberbagaisumber

www.komisiyudisial.go.id



Saptuari Sugiharto
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entang-kentang
itu mewakili setiap
: orang yang pernah

- menyakiti hati mereka

- danbelum dimaafkan.

- Setiap kentangyang

- dibawa, dituliskan

- sebuahnamaorangyang
pernah menyakiti hati

* murid-murid itu.

Beberapa murid

- memasukkan sedikit

- kentang, sebagian

- membawa cukup banyak.
- Paramuridharus

- membawakentang dalam
- kantongitukemanapun

- mereka pergi. Menemani
- merekabelajar, dibawa

- pulang, dibawa lagike

- sekolah, diletakkan di

- samping bantal mereka

RELUNG

Pada sebuah sekolah, seorang
guru mengajarkan sesuatu pada

murid-muridnya. Beliau meminta
agar para murid membawa
sebuah kantong plastik besar dan
mengisinya dengan kentang.

- saat tidur, pokoknya,

- kentang dalam kantong
- jtutidak bolehjauh dari
- mereka.

- Makin hari, makin

- banyak murid yang

* mengernyitkan hidung
- karena kentang-kentang
Citu mulai mengeluarkan
aroma busuk.

“Apakahkalian telah

- memaafkannama-nama

- yangKkalian tulis pada kulit
- kentangitu?”tanyasang

- guru.

- Paramurid tampaknya

- sepakat untuk belum bisa
- memaafkan nama-nama
- yang telah memaafkan

© mereka.

SEPTEMBER 2016

- "Jika demikian, kalian tetap
- harus membawa kentang
- itukemanapunkalian

- pergi,”

- Haridemihariberlalu. Bau
- busuk yangdikeluarkan

- kentang-kentangitu

- semakin membusuk.

* Banyak darimereka
yang akhirnya menjadi
mual, pusing dan

" tidak nafsu makan
karenanya. Akhirnya,

- merekamembuang

- kentang-kentangitu ke

- dalam tempat sampah.

- Denganasumsimereka

- jugamemaafkan

- nama-nama yang mereka
- tulis diatas kulit kentang.

EDISI L
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RELUNG

“Nah, paramurid, dendam
yangkaliantanam sama
sepertikentang-kentang
itu. Semakin banyak
kalian mendendam,
semakin berat kalian
melangkah. Semakin hari,
dendam-dendam itu akan
membusuk dan meracuni
pikirankalian,” ujar sang
gurusambil tersenyum.

- maafkanlah mereka

- danlupakanyang

- pernah mereka lakukan,

- jadikan halitu sebagai

- pembelajaran dalam hidup
- kalian. Dendam sama

- sepertikentang-kentang

- busukitu, kalian bisa
membuangnya ke tempat
- sampah,”

- Paramurid tersenyum.

- Sejak hariitu, mereka

- belajar untuk menjadi

- manusiayang pemaaf dan
- tidak mudah menyimpan
- dendam. Hidup mereka

© tenang tanpa terbebani

* baubusuk yangakan
merusak pikiran dan

. tubuh.

Paramurid hanya terdiam,
meresapi setiap perkataan
gurumereka.

“Karenaitu, sekalipun
kalian menyimpan
dendam pada orang lain,
atau mereka pernah
menyakiti hatikalian,

“Nah, para murid,
dendam yang kalian
tanam sama seperti
kentang-kentang

itu. Semakin banyak
kalian mendendam,
semakin berat kalian
melangkah. Semakin
hari, dendam-dendam
itu akan membusuk
dan meracuni pikiran
kalian”

. ivr | EDSI
@) Ko Yunsiag, | o0
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- Disarikan dariberbagai
- sumber

- RENUNGAN:kisah ini
 menjadiinspirasibagi

- kita semua untuk menjadi
- manusia yang pemaaf.

- Sekalipun dendam tidak
- kitarasakan beratnya

- secarafisik, tetapi secara

- mental akan melemahkan
langkah Anda, membuat
- hidup Andatidak nyaman.
- Maafkanlah merekayang
- pernahmenyakiti Anda

- danhirup udara segar

- kebebasan.

@ wv{v\ komisiyudisial.go wd



TAATILAR!

SEPULUH PRINSIP
KODE ETIK & PEDOMAN
PERILAKU HAKIM (KEPPH)

DASAR HUKUM

l BERPERILAKU ADIL
2 BERPERILAKU JUJUR
3 BERPERILAKU ARIF & BIJAKSANA

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
- Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- Bersama-sama dengan Mahkamah Agung

| /' BERSIKAP MANDIRI
Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH
TUGAS
it [ BERTANGGUNG JAWAB
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR 7 MENJUNJUNG TlNGGI HAHGA DIHI
MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :
- Melakukan P dan P hadap Perilaku Haki
- MenereiriauL.:[r)]orerln gg:iauMa;Sygpak:tng:n/(:;:E Ijeerngar?l %elzrr:gg:rar? KIrEnPPH g BEBPER".A KU HENDAH HATI
-M k i
- 7 /() BERSIKAP PROFESIONAL
- Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan

/3 BERINTEGRITAS TINGGI
MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
- Menetapkan Calon Hakim Agung
KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM 8 BERDISIPLIN TINGGI
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi ternadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

14 KOMIS|
.~ YUDISIAL
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